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MOTTO 

                          

          

Artinya:“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan 

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar)”
1
 (QS. Al-Rum Ayat 41) 
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ABSTRAK 

Ach Fais, 2022 : Problematika Alih Fungsi Kawasan Sempadan Pantai Oleh Industri Tambak 

Modern Di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Kata Kunci : Alih Fungsi Kawasan Sempadan Pantai, Pemanfaatan dan Tata Kelola Kawasan. 

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 Km2 dengan panjang 

pantai yang mencapai 170 Km yang membentang disepanjang Pesisir Selatan Kabupaten Jember 

meliputi Kecamatan Kencong, Gumukmas, Puger, Wuluhan Ambulu, Tempurejo dan Balung. 

Hal tersebut yang menyebabkan wilayah pesisir selatan Kabupaten Jember ditetapkan sebagai 

distributor produksi perikanan terbesar dengan total produksi 13.398,80 Ton setiap tahunnya. 

Namun pada perkembangannya sumber penghasilan masyarakat yang berprofesi sebagai 

Nelayan dan Petani dihadapkan pada problematika alih fungsi kawasan sempadan yang 

dilakukan oleh Industri Tambak Modern yang membentang disepanjang Pesisir Selatan Desa 

Kepanjen Kecamatan Gumukmas. Sebenarnya pemerintah sudah menetapkan peraturan berupa 

UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan 

dipertegas lagi dengan Peraturan Presiden No 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, 

kemudian Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015-

2035. 

Fokus masalah dalam penelitian ini sebagaimana berikut 1). Bagaimana pelaksanaan Tata 

Kelola Kawasan dan Pemanfaatan Sempadan Pantai di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, 

Kabupaten Jember 2). Bagaimana Problematika Tata Kelola Kawasan dan pemanfaatan 

Sempadan Pantai di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember 3). Bagaimana 

Sistem Tata Kelola Kawasan dan pemanfaatan Sempadan Pantai Kedepan di Desa Kepanjen, 

Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis-empiris atau Sosiological 

yurisprudence. oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif 

yang menghasilkan data Deskriptif Analitik. 

Hasil Penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagaimana berikut. 1). Bahwa Kawasan 

sempadan pantai dimanfaatkan oleh Nelayan sekitar Kepanjen untuk keperluan mencari ikan di 

laut serta aktifitas penunjang lainnya, seperti transaksi melelang ikan hingga sandaran perahu. 

Pemanfaatan kawasan sempadan pantai mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarga sehari-harinya, serta turut andil dalam menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan 

pantai. Dengan demikian masyarakat dapat mengembangkan taraf hidupnya dan berharap pada 

generasi berikutnya. 2). Bahwa Alih fungsi kawasan sempadan Pantai oleh industri tambak 

modern jelas mengabaikan aturan serta nilai-nilai dan manfaat umum dimasyarakat serta 

mengancam pada hak-hak individu, dimana hal tersebut bertentangan dengan Konstitusi Negara 

Indonesia. 3).Bahwa implementasi penegakan hukum dalam kasus alih fungsi kawasan 

sempadan pantai  di Desa Kepanjen juga belum maksimal, hal ini ditandai dengan masifnya 

pembangunan industri tambak modern yang tidak dilengkapi surat izin pengelolaan, baik dari 

pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi, pada aspek lain pembangunan infrastruktur 

Industri juga dibangun di atas kawasan sempadan pantai menurut aturan yang berlaku 

seharusnya tepian sepanjang bibir pantai yang lebarnya proporsional jaraknya 100 meter dari 

titik pasang tertinggi ke arah darat merupakan kawasan konservasi dan dilindungi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Agama dan lingkungan seringkali difahami secara terpisah. 

Pemahaman tersebut berkembang selama ini sehingga agama cenderung tidak 

memberikan kontribusi yang memadai terhadap kesadaran umat dalam 

menjaga lingkungan. Agama dan lingkungan dianggap dua hal yang terpisah 

dan tidak berhubungan satu sama lain. Padahal terdapat hubungan yang erat 

antara agama dan lingkungan hidup, khususnya pada kontribusi agama dalam 

mempengaruhi perilaku manusia terhadap persepsi dan tingkah lakunya dalam 

menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya. Agama secara 

implisit mengajarkan umat beragama untuk mengetahui dan menyadari 

pentingnya menjaga lingkungan hidup. Bahwa setiap kerusakan lingkungan 

pada akhirnya akan memberikan dampak buruk jangka panjang kepada diri 

manusia sendiri, seperti yang terdapat dalam surat Al-Rum ayat 41: 

                         

         

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka 

merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar)”
2
 (QS. al-Rum: 41).  

 

Lingkungan hidup diperkenalkan oleh al-Qur’an dengan beragam 

macam. Di antaranya adalah al-bi‟ah yaitu lingkungan sebagai ruang 

                                                 
2
 Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 

2008) 

1 



  

 

 

2 

kehidupan, khususnya bagi manusia. Islam menempatkan ekosistem hutan 

sebagai wilayah bebas (al-mubahat) dengan status bumi mati (al-mawat) 

dalam hutan-hutan liar, serta berstatus bumi pinggiran (marafiq al-balad) 

dalam hutan yang secara geografis berada di sekitar wilayah pemukiman. 

Agama Islam yang dapat dikaitkan dengan pemeliharaan lingkungan 

hidup diantaranya adalah: 1) Teori al-istishlah (kemaslahatan), 2) Pendekatan 

lima tujuan dasar Islam (maqashid al-syari‟ah) dan 3)Sunnah dari Rasullullah 

Saw.
3
 Dalam pandangan normatif, Negara berkewajiban membentuk suatu 

peraturan yang dapat menjaga harmonisasi kehidupan bernegara dengan 

memberi rasa aman dan mewujudkan ketertiban guna mencapai kesejahteraan 

umum, dengan berpijak pada perspektif sosio-ekologis yang berorientasi pada 

3 aspek yaitu masyarakat, ekonomi dan lingkungan yang sustainable 

develompment. 

Untuk mewujudkan cita-cita yang berkesesuaian dengan pancasila, 

Negara telah mengaturnya sebagaimana dalam Preambule Undang-undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan 

bahwa fungsi negara dalam kehidupan masyarakat yakni “Melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah guna memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa juga turut 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial”
4
. Atas apa yang telah disebut dalam UUD 1945 tersebut 

perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum 

                                                 
3
 Safrilsyah & Fitriani. Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup. Jurnal Subtantia, 

Volume 16,  Nomor 1,  April  2014, 61-62. 
4
 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 
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merupakan tanggung jawab penting Negara. Negara dalam hal ini diwakili 

oleh Pemerintah yang notabene memiliki fungsi sekunder dan fungsi Primer 

sebagai regulator seluruh sektor kebijakan juga memberikan pelayanan terbaik 

bagi publik. Pemerintah dapat dikatakan sebagai alat dari masyarakat yang 

memiliki kewenangan mengatur hubungan antara manusia didalam 

masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan dapat mewujudkan ketertiban, 

keamanan dan keadilan sosial. 

Dalam sisi nilai, tanah memiliki nilai sosial ekonomi, nilai ekologis, 

dan nilai sosial yang dimaksud yakni memiliki visi dan orientasi kerakyatan 

maka  dengan begitu akan mensyaratkan suatu kontruksi kebijakan yang dapat 

menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial sehingga mencerminkan 

kehidupan sosial yang berkeadilan, Nilai ekonomis akan mampu  memberikan 

pemenuhan kebutuhan  ekonomi manusia pada saat ini maupun generasi yang 

akan datang. dengan demikian penting adanya Nilai ekologi dapat menjaga 

keberlanjutan sumber daya alam dan stabilitas ekosistem yang dimaksud 

dalam hal ini yakni terpeliharanya keragaman hayati dan daya dukung 

biologis, sumberdaya tanah dan air, serta kesehatan manusia
5
. Maka untuk 

mewujudkan perlindungan juga keadilan tersebut telah diatur, sebagaimana 

hal ini didasarkan pada konstitusi Republik Indonesia yang dimanifestasikan 

dalam UUD NRI 1945 dan termaktub dalam Pasal 28 ayat (1) menyatakan, 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”.  

                                                 
5
 Noer Fauzi Rachman, land Reform & Gerakan Agraria Indonesia, (Yogyakarta: Insist Press, 

2017). 85. 
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 Upaya menjaga lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat di 

ejawantahkan dengan mudah, perlu adanya perencanaan yang baik agar 

tercipta konjungtor harmonis antara manusia dengan alam pada setiap 

generasi. 

Undang undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 

merupakan dasar pengaturan Hukum Tanah di Indonesia, yang memberikan 

hak kepada Negara untuk menguasai Bumi, Air, Ruang angkasa dan kekayaan 

alam yang terdapat didalamnya. Atas dasar hak menguasai tersebut maka 

kepada Negara diberikan kewenangan untuk: 

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

Kewenangan dari negara untuk menguasai tanah tersebut digunakan 

untuk mencapai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam arti 

kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara 

hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dam makmur.
6
 Dalam 

pelaksanaannya hak menguasai negara tersebut dapat dikuasakan kepada 

daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar 

diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. 

                                                 
6
 Suriansyah Murhaini. Hukum Pertanahan Alih Fungsi Tanah Dan Fungsi Sosial Hak Atas 

Tanah. (Yogyakarta: Laksbang Justitia Surabaya, 2018), 2. 
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Berdasarkan kewenangan tersebut maka negara menentukan adanya 

macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 

perorangan maupun kelompok serta badan-badan hukum. Hak-hak atas tanah 

tersebut memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk 

mempergunakan tanah yang bersangkutan serta tubuh bumi dan ruang angkasa 

yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 

berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut dalam batas-batas yang 

ditentukan menurut peraturan perundang-undangan.
7
 Maka dalam hal ini 

negara berhak mengatur, mengontrol serta memberikan izin pengelolaan 

terhadap berbagai sumber daya alam yang terdapat di atas muka bumi, 

termasuk diantaranya memberikan izin kepemilikan tanah, pengelolaan, 

hingga izin pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir, industri dan lainnya. 

akan tetapi pemberian izin itu harus diberikan berdasarkan fungsi sosial dan 

pertimbangan lainnya sehingga tidak merugikan orang lain dan negara. 

Didalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyatakan, “Setiap orang 

yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan Pesisir dan 

pemanfaatan sebagian pulau-Pulau Kecil secara menetap wajib memiliki izin 

lokasi”. Dilanjutkan dengan pasal Pasal 17 ayat (2) menyatakan, “Pemberian 

izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan 

kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, Nelayan 

                                                 
7
 Suriansyah Murhaini. Hukum Pertanahan Alih Fungsi Tanah Dan Fungsi Sosial Hak Atas 

Tanah. (Yogyakarta: Laksbang Justitia Surabaya, 2018), 2-3 
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tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing”.
8
  

Dalam undang-undang tersebut secara jelas negara mengatur terkait batas 

pemanfaatan hingga pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir 

khususnya di kawasan sempadan pantai. 

Kemudian, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014, Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 51 tahun 2016 

menetapkan aturan tentang batas sempadan pantai, diantaranya, terdapat pada 

Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan “Pemerintah Daerah Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota yang mempunyai sempadan pantai wajib 

menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupatan/Kota”.
9
 

Penetapan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 

2 dan pasal 3 dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga: 

a. Kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil; 

b. Kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari 

ancaman bencana alam; 

c. Alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan 

d. Alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.
10

  

                                                 
8
 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

kecil. 
9
 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang batas Sempadan Pantai. 

10
 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang batas Sempadan Pantai. 
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Untuk menindak lanjuti isi dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 

2016, Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya daerah yang sedang penulis 

teliti saat ini yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember turut pula 

mengatur Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2015-2035. Dalam isi Perda tersebut 

turut mengatur tata ruang wilayah Pesisir Selatan Jember yang menyatakan, 

“Bentang topografi pesisir Pantai mulai dari Kecamatan Kencong, 

Gumukmas, Puger, Ambulu, Tempurejo termasuk kedalam Kawasan Lindung 

dan rawan tsunami, maka dari itu tidak diperbolehkan melakukan aktivitas 

apapun disepanjang Sempadan Pantai yang bisa mengakibatkan kerusakan 

kualitas pantai eksosistem vegetasi pantai dan estuaria”.
11

 

Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat 

disertai dengan masifnya pembangunan hampir disegala lini menyebabkan 

permasalahan lain pada sektor pertanahan, masalah yang paling mendasar 

adalah terbatasnya lahan terlebih di daerah perkotaan, kondisi ini yang 

menyebabkan pembangunan merambah kewilayah pesisir hingga sempadan 

pantai untuk kepentingan bisnis, seperti Industri Tambak Ikan, Wisata, Hotel 

dan lainnya. Hal ini terjadi melihat kawasan pesisir pantai selama ini masih 

belum banyak dimanfaatkan secara optimal.  

Sementara, kita ketahui bahwa pesisir pantai selatan Kabupaten 

Jember merupakan kawasan dengan ekosistem yang khas dan dilindungi 

karena disitu memiliki keanegaraman hayati dan juga berfungsi sebagai 

                                                 
11

 Peraturan Daerah Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Jember Tahun 2015-2035. 



  

 

 

8 

penyangga kehidupan masyarakat pesisir, sehingga keberadaan pesisir pantai 

yang terjaga wajib dilestarikan. 

Diketahui, sepanjang pesisir selatan Kabupaten Jember terdapat 12 

Konsesi Tambak Modern yang seluruhnya berada di Kawasan Sempadan 

Pantai.
12

 Tambak udang tersebut berdiri di sepanjang Kawasan sempadan 

Pantai selatan Jember meliputi Kecamatan Gumukmas hingga Puger. 

Menjamurnya tambak udang tersebut dirasa sangat merugikan masyarakat 

sekitar, selain mengganggu aktivitas para nelayan, limbah dari tambak 

tersebut juga mencemari air laut hingga sungai, sehingga mengancam hasil 

tangkapan ikan para nelayan hingga menghambat kesuburan tanaman petani 

yang berladang disekitar kawasan sempadan pantai. Diketahui petani di  

wilayah pesisir selatan Jember didominasi oleh petani jagung, buah 

semangka dan cabai dan beberapa tanaman lainnya. 

Bahkan, hasil investigasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa 

Kepanjen pada Sabtu, 30 Juli dan Sabtu, 06 Agustus 2022 menemukan 

setidaknya 9 tambak udang baru yang berada disepanjang Sempadan Pantai 

desa Kepanjen, mereka menamai dirinya Perkumpulan Pertambakan Rakrat 

(PPR). Mereka menjalankan usahanya hanya berdasarkan surat izin dari 

Pemerintah Desa, padahal dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

Undang-undang No 1 Tahun 2014 menyatakan “Mentri, Gubernur, 

Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut izin lokasi 

sebagaimana dimaksud di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil 

                                                 
12

 Mahrus Soleh. Desak Pemerintah tutup Tambak. Jawa Pos Radar Jember. Jum’at, 3 Juni 2022. 
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sesuai dengan kewenangannya.”
13

 yang lebih memprihatinkan lagi Tambak 

tersebut berdiri hanya berjarak sekitar 20 meter dari bibir pantai”.
14

 

Sedangkan jelas dalam Amanah Perpres Nomor 51 Tahun 2016 menyatakan 

“Batas Sempadan pantai adalah 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah 

darat”. Maka sangat jelas pendirian puluhan industri tambak tersebut belum 

melalui tahapan izin secara prosedural, karena jika memang mereka sudah 

melalui tahapan tersebut tidak akan terjadi konflik horizonal maupun vertikal 

berkepanjangan seperti sekarang ini. Dalam izin tersebut seharusnya sudah 

pasti ditentukan bentuk kewajiban (Kontrak/Perjanjian) yang harus 

dijalankan oleh pengelola industri sehingga membawa kemaslahatan terhadap 

masyarakat sekitar sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti 

melibatkan peran masyarakat sekitar, menjaga dan merawat ekosistem 

wilayah pesisir hingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.  

Kemudian, menurut pengakuan Amiruddin, Aktivis lingkungan dari 

Lembaga Pendidikan Rakyat Untuk Kedaulatan Sumber-Sumber Agraria 

(LPR-KUASA) menyebutkan, pada tahun 2015 lalu, warga Kepanjen dan 

sekitarnya berkumpul untuk membahas penolakan berdirinya tambak 

modern. Dalam pembahasan tersebut, Amir bersama warga sekitar sepakat 

untuk melakukan penolakan terhadap berdirinya tambak Modern, hal tersebut 

dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya; 

 

 

                                                 
13

 UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 
14

 Hasil Investigasi terhadap salah satu pengelola tambak udang, Abdul Haris yang 

mengatasnamakan dirinya Perkumpulan Pertambakan Rakyat (PPR), Minggu, 1 Agustus 2022. 
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a. Mencemari lingkungan sebab limbah yang dibuang kesungai dan pantai. 

b. Merugikan petani dan nelayan sebab limbah yang dibuang kesungai dan 

pantai. 

c. Merubah fungsi kawasan pantai yang semula dilindungi. 

d. Privatisasi ruang publik, sehingga nelayan kesulitan untuk mencari 

sandaran perahu. 

e. Disinyalir menabrak undang-undang (Ilegal), karena wilayah pesisir 

selatan Jember termasuk wilayah dilindungi. 

f. Merusak ekosistem pantai. 

g. Membabat gundukan pasir yang menjadi penghadang air laut kedarat.
15

 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menganalisa beberapa praktek 

yang dilakukan pihak pengelola Tambak Modern tersebut telah melanggar 

beberapa ikhitiyar prinsip kemaslahatan yang berupa peraturan. Pertama, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

Dan Pulau-Pulau Kecil. Yang kedua, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 

tahun 2016 tentang batas kawasan sempadan Pantai. Yang ketiga, Peraturan 

Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035. 

Maka dari itu peneliti merasa perlu untuk mengangkat judul: 

“Problematika Alih Fungsi Kawasan Sempadan Pantai Oleh Industri Tambak 

Modern Di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014”. Agar kemudian pokok 

                                                 
15

 Hasil Wawancara dengan Amiruddin, Aktivis Lingkungan dari LPR-KuaSa. Senin, 1 Agustus 

2022 
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persoalan (pelanggaran) yang selama ini dianggap tabu dan kosong 

penindakan oleh Pemkab Jember dapat terang benderang, serta segera dapat 

dilakukan penertiban sehingga menemukan hasil yang signifikan khususnya 

bagi keselamatan ekonomi warga dan lingkungan di wilayah pesisir selatan 

Jember. kemudian penelitian ini nantinya dapat menjadi refrensi bagi 

Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengambil sikap serta keputusan dalam 

menertibkan Industri Tambak Modern. Juga menjadi dasar pijakan bagi para 

Aktivis Lingkungan serta masyarakat pesisir selatan Kabupaten Jember, 

khususnya di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas dan masyarakat luas 

pada umumnya. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diulas di atas, peneliti 

menemukan beberapa titik fokus permasalahan yang penting untuk dijadikan 

fokus penelitian, di antaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Tata Kelola Kawasan dan pemanfaatan Sempadan 

Pantai di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ? 

2. Bagaimana Problematika Tata Kelola Kawasan dan pemanfaatan 

Sempadan Pantai di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten 

Jember ? 

3. Bagaimana sistem Tata Kelola Kawasan dan pemanfaatan Sempadan 

Pantai Kedepan di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten 

Jember ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Ditulisnya penelitian dengan judul Problematika Alih Fungsi 

Kawasan Sempadan Pantai oleh Industri Tambak Modern di Desa Kepanjen 

Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember berdasarkan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2014. memiliki tujuan di antaranya sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan tata kelola Kawasan 

serta pemanfaatan kawasan Sempadan Pantai di Desa Kepanjen Kecamatan 

Gumukmas. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan problematika tata kelola alih 

fungsi serta pemanfaatan kawasan Sempadan Pantai yang dilakukan oleh 

Industri Tambak Modern tersebut. 

3. Untuk megetahui dan mendeskripsikan berkenaan dengan sistem tata 

Kelola Kawasan dan pemanfaatan Sempadan Pantai kedepan agar berjalan 

sesuai fungsi menurut Undang-undang. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas bisa di ambil beberapa manfaat 

dari penelitian ini baik untuk pribadi, intansi dan masyarakat luas pada 

umumnya. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini  diharapkan  dapat  menjadi gambaran umum 

mengenai aspek alih fungsi kawasan sempadan pantai, Serta diharapkan 

dari penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran serta refrensi 
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kepada para akademisi dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangasih ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan dalam ruang 

akademisi terutama yang sedang mendalami bidang ilmu hukum. 

2. Secara Praksis  

Output dari hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan dengan jelas dan menjadi landasan bagi masyarakat 

khususnya di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas dalam hal kejelasan 

status alih fungsi kawasan sempadan pantai yang gencar terjadi dipesisir 

laut selatan Kabupaten Jember, sehingga apabila terdapat gejala hukum 

alih fungsi lahan. masyarakat faham apa yang menjadi hak dan 

kewajibannya (Partisipasi publik). dengan menggunakan argumentasi 

hukum yang telah ada. serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

pemerintah dalam perencanaan kebijakan pemanfatan atau penggunaan 

kawasan sempadan pantai, yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan 

nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta menjaga 

kelestarian lingkungan hidup. 

a. Bagi peneliti, penelitian ini sangat berharga, karena dengan ini peneliti 

mendapatkan ilmu serta pengalaman baru, sehingga dari proses 

penelitian ini, diharapkan mampu menjadi bekal untuk melakukan 

pendampingan kepada masyarakat, terkhusus dikawasan Pesisir 

Selatan Kabupaten Jember. 

b. Bagi Aktivis Lingkungan dan masyarakat Pesisir selatan jember 

Khususnya Kepanjen adalah sebagai dasar pijakan serta refrensi untuk 
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melakukan kegiatan pendampingan hingga pengadvokasian yang di 

anggap melawan hukum seperti upaya diskriminasi kepada penduduk 

setempat yang selama ini dilakukan oleh Industri Tambak Modern. 

c. Bagi kalangan Akademisi adalah agar bisa dijadikan sebagai bahan 

refrensi dan pertimbangan atas berbagai tulisan jurnal, karya tulis 

ilmiah dan penelitian-penelitian selanjutnya. 

d. Bagi Eksekutif, penelitian ini bisa menjadi dasar rujukan yang tepat 

untuk kembali mempetegas status, peruntukan izin hingga penertiban 

Kawasan Pesisir selatan Kabupaten Jember.  

e. Sedangkan bagi Legislatif, adalah dapat menjadi masukan untuk 

membuat, merumuskan peraturan baru hingga merevisi aturan yang 

sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, serta dapat kembali 

memperketat pengawalan pada eksekutif. 

E. Definisi Istilah 

1. Problematika  

Secara Etimologi, problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu 

problematic yang artinya persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa 

Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang 

menimbulkan permasalahan. Sedangkan secara Terminologi, Problem atau 

Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, 

dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan 

suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. 

Yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara 
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harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau 

pemecahan.
16

 

   Masalah diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya 

tujuan.
17

 Dalam keterangan lain, masalah adalah situasi yang dihadapi oleh 

seseorang atau kelompok yang memerlukan suatu pemecahan tetapi 

individu atau kelompok tersebut tidak memiliki cara yang langsung dapat 

menentukan solusinya.
18

  Dalam istilah lain bahwa kata problem berkaitan 

erat dengan suatu pendekatan problem solving.
19

 

2. Alih Fungsi 

Secara Etimologi Alih Fungsi adalah pengalihan fungsi benda atau 

barang dari satu fungsi ke fungsi lain
20

. Sedangkan secara Terminologi, 

Alih fungsi lahan atau juga disebut konversi lahan dapat diartikan sebagai 

berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula 

seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap 

lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Sebagai contoh yaitu berubahnya 

peruntukan fungsi lahan persawahan beririgasi menjadi lahan industri, dan 

fungsi lindung menjadi lahan pemukiman.
21

 

                                                 
16

 Abd. Muhith, Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso, (Indonesian  

Journal of Islamic Teaching Vol. 1 No. 1, 2018), hal 47 
17

 Moh. Irmawan Jauhari dkk, Problematika Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

3 Magetan, (Journal of Education and Religious Studies Vol.1 No.1, 2021), hal 10. 
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Alih fungsi lahan merupakan perubahan peruntukan lahan untuk 

penggunaan lain yang disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis 

besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang 

makin bertambah jumlahnya dan meningkatkan tuntutan akan mutu 

kehidupan yag lebih baik.
22

 

Menurut Wahyunto, Alih fungsi merupakan perubahan 

penggunaan lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya, ditambah 

dengan berkurangnya tipe penggunan lahan yang lain dari satu waktu ke 

waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu 

yang berbeda.
23

 

3. Kawasan  

Secara Etimologi Kawasan adalah Daerah tertentu yang 

mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dan 

sebagainya.
24

 Sedangkan menurut Undang-Undang, Kawasan adalah 

bagian Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang memiliki fungsi 

tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, 

sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
25

 

4. Sempadan Pantai 

Secara Etimologi Sempadan berarti batas atau tanda batas, 

sedangkan Pantai adalah tepi laut, perbatasan daratan dengan laut atau 

massa air yang lain dan bagian yang dapat pengaruh dari air tersebut
26

. 
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Secara terminologi, Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang 

tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, 

minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
27

 

5. Industri 

Berdasarkan Etimologi, kata Industri berasal dari bahasa Inggris 

Industry yang berasal dari bahasa Prancis kuno Industrie yang berarti 

Aktivitas.
28

 Sedangkan menurut Terminologi, Industri adalah kegiatan 

ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi 

dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan 

industri.
29

 

Menurut Islam, Industri adalah tempat untuk melakukan aktivitas 

proses pengelolaan dan produksi, biasanya berkaitan dengan apa yang 

diproduksinya.
30

 

Menurut Teguh S. Pambudi, Industri adalah sekelompok 

perusahaan yang bisa menghasilkan sebuah produk yang dapat saling 

menggantikan antara yang satu dengan yang lainnya.
31

 

6. Tambak Modern 

Secara Etimologi, Tambak adalah pematang untuk menahan air; 

gili-gili; tanggul; bendung atau kolam di tepi laut yang diberi pematang 

untuk memelihara ikan (terutama ikan bandeng; udang).
32
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30
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31
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Sedangkan menurut istilah, Tambak adalah kolam buatan yang 

biasanya terdapat di darah pantai yang diisi dengan air dan dimanfaatkan 

sebagai sarana budidaya perairan(Akuakultur).Hewan yang dibudidayakan 

adalah hewan air, terutama ikan, udang serta kerang.
33

 

Menurut Slamet Soesono, istilah Tambak berasal dari bahasa jawa 

Nambak yaitu membendung air dengan pematang, sehingga terkumpul 

pada satu tempat, digunakan untuk menyatukan sebuah empang dekat 

dengan pantai. 

Jenis tambak ada dua yaitu, tambak Ektensif atau Tradisional dan 

yang kedua Tambak Intensif atau Modern dengan ciri-ciri 1) petakan 

berukuran 0,2-05 ha/petak, supaya pengelolaan air dan pengawasannya 

lebih mudah 2) kolam terbuat dari beton atau dari tanah namun dilapisi 

terpal, 3) mmpunyai pipa pembuangan limbah, 4) mempunyai kincir air,5) 

diberi aerasi untuk menambah kadar O2 dalam air.
34

 

Tambak modern memiliki ukuran 1 hektar sampai 2 hektar, 

memiliki fasilitas seperti kincir, alas terpal, dan penerangan tambak, tidak 

tergantung pada air laut karena sudah konsisten dengan volume air di 

dalam tambak.
35
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  

Pulau-Pulau Kecil hingga kawasan pesisir Pantai merupakan 

bagian dari wilayah yang tidak terpisahkan dari peranan strategis. Maka 

dari itu negara mengatur tata cara kelola hingga pemanfaatan kawasan 

pesisir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. 

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dari definisi istilah diatas, peneliti mencoba menguaraikan pokok-

pokok pembahasan dengan menampilkan pengertian atau definisi pada 

setiap kalimat pembahasan secara sistematis. Dimulai dari pengertian 

Problematika, definisi alih fungsi, Kawasan, Sempadan Pantai, Industri 

Tambak Modern Hingga Undang-Undang yang dipakai untuk menganalisa 

kasus yang sedang diteliti. 

Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca ketika sudah masuk 

kedalam pokok inti pembahasan agar tidak perlu lagi mencari definisi 

istilah di manuskrip lainnya. 

Dalam judul “Problematika Alih Fungsi Kawasan Sempadan 

Pantai Oleh Industri Tambak Modern di Desa Kepanjen Kecamatan 
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Gumukmas Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 

2014” Peneliti akan membahas praktek alih fungsi pada kawasan 

sempadan pantai selatan Kabupaten Jember yang dilakukan oleh Industri 

tambak modern. dalam prakteknya, pembangunan Industri Tambak 

Modern yang berdiri disepanjang Kawasan sempadan Pantai Kepanjen 

menimbulkan beberapa permasalahan. Di antaranya melanggar izin 

pendirian, menyerobot fasilitas umum, mempersempit akses para Nelayan 

yang mencari ikan di laut, merusak ekosistem pesisir, dan mencemari laut 

dan sungai. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kesesuain pengelolaan, 

pemanfaatan hingga penertiban oleh pemerintah terkait. Padahal apabila 

ditinjau dari Undang-Undang, Kawasan pesisir selatan merupakan 

kawasan dilindungi. Selain itu, berdirinya industri tambak modern secara 

jelas dan terang-terangan berada di wilayah Sempadan Pantai yang 

batasnya adalah 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah daratan. 

F. Sitematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

Skripsi yang dimulai dari bab Pendahuluan hingga Penutup.
36

 Sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I, Merupakan  pendahuluan,  yang  berisi  latar  belakang  masalah, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan 

sistematika pembahasan. 

                                                 
36

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember Press, 2021), 101. 
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2. BAB II, Berisi kajian kepustakaan yang di dalamnya memuat penelitian 

terdahulu dan kajian teori. 

3. BAB III, Memuat metode penelitian yang di dalamnya memuat Jenis 

Penelitian dan Pendekatan Penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. 

4. BAB IV, Bab ini menganalisa data dan pembahasan, yang diantaranya    

menyangkut Persoalan kasus alih fungsi kawasan sempadan pantai, 

ketetapan kawasan hingga pemanfaatan sempadan pantai hingga dampak 

dari alih fungsi yang dialakukan oleh industri Tambak Modern di pesisir laut 

selatan Jember. 

5. BAB V, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

6. Daftar Pustaka Penulis mencatat sumber-sumber mana saja yang telah 

ditulis sebagai rujukan penulisan penelitian, mulai dari Buku, Jurnal, 

Internet, Perundang-undangan. 

7. Lampiran yang mana berisikan hal-hal yang menjadi data dari penelitian, 

bentuknya seperti Dokumentasi, serta data-data pendukung. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan bahan perbandingan 

sebuah penelitian, agar ditemukan titik perbedaan dan kesamaan antara 

penelitian terdahulu dan yang sedang digarap oleh peneliti sekarang. Dan 

supaya menghindari anggapan kesamaan atau jiplak karya milik orang lain. 

Maka dari itu peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai 

berikut: 

a. Pembangunan Hotel dan Kafe di Sempadan Pantai Tegalsambi Kabupaten 

Jepara (Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Maqosyid al-

Syariah Imam al-Syatibiy
37

 

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Idus Showabi Mahasiswa 

Program Studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang ini menjelaskan bahwa, Kawasan pantai merupakan 

wilayah yang rentan terhadap perubahan, baik perubahan yang disebabkan 

oleh alam itu sendiri, ataupun oleh manusia, oleh sebab itu keberadaan 

kawasan sempadan pantai sangat diperlukan untuk mengurangi hal 

tersebut. Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia 

yang mempunyai banyak kawasan pantai karena Kabupaten Jepara terletak 

                                                 
37 Ahmad Idus Showabi. 2017. Pembangunan Hotel dan Kafe di Sempadan Pantai Tegalsambi 

Kabupaten Jepara (Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Maqosyid al-Syariah Imam al-Syatibiy. Skripsi. Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
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di wilayah pesisir pantai utara Jawa tengah, salah satu pantai di Kabupaten 

Jepara adalah pantai Tegalsambi dan pada prakteknya terdapat banyak 

bangunan hotel dan kafe yang berdiri di sempadan pantainya, dan dalam 

skripsi ini mencoba melihat fenomena tersebut menggunakan Undang-

Undang No 1 Tahun 2014 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil dan maqashid syariah al-syâthibiy. 

Fokus Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut; Pertama, 

Bagaimana tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap pembangunan 

Hotel dan Kafe di sempadan pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara. Kedua, 

Bagaimana pembangunan hotel dan kafe di sempadan pantai Tegalsambi 

Kabupaten Jepara ditinjau dari Maqâshid al-syarî’ah Imâm alSyâhtibiy. 

Metode yang di gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber 

data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode 

pengumpulan data dengancara wawancara, dokumentasi dan observasi 

langsung. 

Persamaan dalam kedua peneltian ini adalah sama-sama membahas 

tentang pemanfaatan kawasan sempadan pantai dan menggunakan 

pendekatan Undang-Undang No 1 tahun 2014, dan juga menggunakan 

jenis penelitian yang sama yaitu yuridis empiris. 

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, peneliti fokus pada 

problematika alih fungsi kawasan sempadan pantai yang dilakukan oleh 
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industri tambak Modern, serta dampak secara ekologi, ekonomi dan sosial 

budaya masyarakat sekitar, dan mengkorelasikan Undang-Undang No 1 

Tahun 2014 dengan UU turunannya yaitu Perpres No 51 Tahun 2016 

hingga Perda No 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Jember Tahun 

2015-2035. Dan penelitian dari Ahmad Idus Syowabi hanya menganalisa 

menggunakan UU No 1 Tahun 2014 dan membahas dampak sampah yang 

diproduksi oleh Hotel da Kafe yang dibuang ke Pantai, dan dia juga 

mnganalisa menggunakan pendapat Imam Syatibi. 

b. Perlindungan Hukum terhadap Petani akibat alih fungsi lahan Pertanian 

di Desa Grenden Kecamatan Puger (Perspektif Undang-Undang No 41 

Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 

dan Maqosid Syariah.
38

 

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Rifqi Firdaus Hidayat, 

Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam 

Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini membahas bahwa, Kabupaten 

Jember yang berkontribusi tinggi terhadap kebutuhan pangan nasional 

dengan produktivitas hasil panen 984,201 tahun 2019. Hal ini tidak 

terlepas dari pemanfaatan tanah pertanian yang menjadi modal produksi 

bagi masyarakat untuk menyokong kebutuhan hidup primer dan sekunder 

lainnya. Namun, pada perkembangaannya sumber perekonomian 

masyarakat desa tersebut, dihadapkan dengan problem adanya alih fungsi 

                                                 
38

 Achmad Rifqi Firdaus Hidayat. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Akibat Alih 

Fungsi Lahan Pertanian (Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Maqasyid Syariah). Universitas Islam Negeri Kiai 

Ahmad Siddiq Jember. 
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lahan pertanian ke industrialisasi seperti yang terjadi di Desa Grenden. 

sebenarnya Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan 

perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian guna 

tercapainya program nasional di bidang pangan yakni tercapainya 

kemandirian, ketahanan, kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam 

UU No 41 Tahun 2009 Tentang PLPPB. 

Fokus penelitian dalam skripsi ini membahas: pertama, Bagaimana 

sistem tata kelola dan pemanfaatan  pertanian di Desa Grenden Kecamatan 

Puger, Kabupaten Jember. Kedua, Bagaimana problematika hukum alih 

fungsi lahan pertanian di Desa Grenden, Kecamatan Puger,Kabupaten 

Jember. Ketiga, Bagaimana akibat alih fungsi lahan pertanian di Desa 

Grenden Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris 

dengan tipe sosiological yurisprudence, yang mengamati efektivitas 

bekerjanya perlindungan hukum alih fungsi lahan pertanian. serta metode 

yang digunakan adalah Fieldc research, adapun data yang didapat akan 

dianalisa secara dekriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. 

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama 

membahas soal alih fungsi lahan, problematika hingga dampak dari alih 

fungsi tersebut. Dan sama-sama menggunakan metode pendekatan 

kualitatif yang bersifat yuridis-empiris. 

Perbedaan dengan penelitian ini, peneliti lebih fokus pada Kawasan 

Sempadan Pantai atau kawasan yang menjadi pembatas antara lautan 
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dengan daratan, dan juga menggunakan perspektif  Undang-Undang yang 

berbeda yaitu UU No. 1 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-pulau kecil. Sedangkan dalam penelitian Achmad Rifqi Firdaus 

Hidayat spesifik membahas soal perlindungan hukum bagi petani akibat 

alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan oleh pihak swasta dan juga 

menggunakan perspektif undang-undang No. 41 tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Maqosyid 

Syariah. 

c. Analisis Faktor-Faktor terjadinya alih fungsi lahan pertanian terhadap 

status pekerjaan dan pendapatan petani di Desa Krawangsari Kecamatan 

Natar Kabupaten lampung Selatan menurut Perspektif Ekonomi Islam.
39

 

Skripsi yang ditulis oleh Rianty Ningsih Mahasiswi Program Study 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung ini menjelaskan bahwa, Kebutuhan lahan 

untuk kegiatan non pertanian terus meningkat, kecenderungan tersebut 

menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari. Alih fungsi lahan 

pertanian merupakan alternatif yang sering digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan papan. Seperti yang terjadi di Desa Krawang Sari Kecamatan 

Natar Kabupeten Lampung Selatan, di desa ini banyak terjadi fenomena 

dimana lahan pertanian dialih fungsikan menjadi kawasan perumahan. Hal 

tersebut di awali dengan petani menjual lahan garapannya lalu kemudian 

                                                 
39

 Rianty Ningsih. 2018. Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Terhadap Status Pekerjaan Dan Pendapatan Petani Di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. 
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dialihfungsikan. Dengan mengalihfungsikan lahannya tentu saja akan 

berhubungan dengan berubahnya pekerjaan dari sebelum dan sesudah 

menjual lahan, dengan demikian pula dapat mempengaruhi perubahan 

pendapatan petani.   

Fokus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama, 

Bagaimana dampak faktor-faktor terjadinya alih fungsi lahan pertanian 

terhadap status pekerjaan petani di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar 

Lampung Selatan. kedua, Bagaimana dampak faktor-faktor terjadinya alih 

fungsi lahan pertanian terhadap pendapatan petani di Desa Krawang Sari 

Kecamatan Natar Lampung Selatan. Ketiga, Bagaimana alih fungsi lahan 

pertanian di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Lampung Selatan dalam 

pandangan Ekonomi Islam. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat 

kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Krawang 

Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.  

  Persamaan dari kedua penelitian ini sama sama membahas tentang 

alih fungsi lahan, serta sama-sama menggunakan pendekatan penelitian 

lapangan yang bersifat Kualitatif. 

  Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti membahas tentang 

praktek alih fungsi kawasan sempadan pantai lindung yang kelestarian 

lingkungannya harus dijaga dan dirawat, serta upaya pemerintah dalam 

melakukan penegakan pengendalian kawasan. Sedangkan penelitian dari 
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Rianty Ningsih membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

masifnya alih fungsi lahan pertanian baik yang dilakukan oleh petani 

sendiri maupun akibat dari proses perpindahan tangan yang kemudian 

dialih fungsikan menjadi perusahaan serta pengaruhnya terhadap 

pendapatan petani dan perusahaan. 

d. Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Sidoarjo
40

. 

Skripsi yang ditulis oleh Risna Diani, Mahasiswi Jurusan Ilmu 

Hukum Universitas Narotama Surabaya ini menjelaskan, Alih fungsi yang 

selama ini dipraktekkan, belum dilakukan secara prosedural yang berlaku, 

ditambah dengan lemahnya penegakan dari Pemerintah Kabupaten 

sidoarjo dalam hal ini belum melaksanakan fungsinya secara optimal, 

seperti memberikan sanksi tegas sesuai Perda No. 6 Tahun 2009 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 dan 

Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B (Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan).  sehingga akibat dari proses alih fungsi 

tanah pertanian menjadi non pertanian tersebut keberadaannya semakin 

masif dan tidak terkendali. 

Fokus masalah dalam penelitian sebagai berikut: Pertama, Apa 

akibat hukumnya jika terjadi alih fungsi penggunaan tanah pertanian 

menjadi non pertanian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan 

pemerintah kabupaten Sidoarjo. Kedua, Apa upaya pemerintah kabupaten 

Sidoarjo untuk mengatasi banyaknya alih fungsi penggunaan tanah 

                                                 
40

 Risna Diani 2016. Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Sidoarjo. 

Skripsi. Universitas Narotama Surabaya. 
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pertanian menjadi non pertanian. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode Yuridis Normatif, dengan tekhnik pengumpulan data melalui 

observasi, kajian  pustaka dan Wawancara. 

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas 

problematika alih fungsi lahan atau Kawasan yang sudah ditetapkan 

peruntukan dan pengelolaannya oleh Undang-Undang dan Peraturan 

Daerah. 

Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah, peneliti lebih 

menekankan pada alih fungsi pada kawasan Sempadan pesisir Pantai yang 

dilakukan oleh Industri tambak modern yang mengacu kepada UU Nomor 

1 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 51 Tahun 2016. Sedangkan penelitian 

Risna Diani berfokus pada Pengendalian masifnya alih fungsi tanah 

pertanian ke Non Pertanian. 

B. Kajian Teori 

1. Tinjauan Prinsip Islam dalam Tata Kelola Lingkungan 

a. Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Islam 

Didalam The Modern Encyclopedia dijelaskan bahwa 

Lingkungan adalah segala kondisi fisik maupun sosial yang 

mempengaruhi perilaku dan perkembangan organisme, sebangun 

dengan keterbatasan-keterbatasan yang dibawa sejak lahir”
41

. 
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Lingkungan merupakan alam tempat manusia hidup, di 

dalamnya harus di jaga kelestariannya. Lestari adalah ungkapan yang 

dimaknai pemeliharaan, hifzul-bi‟ah.
42

  

Terkait pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan Allah 

mengisyaratkan dalam firman-Nya: 

                      

                  

Artinya:“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi 

untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu 

dijadikanNya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala 

sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 29).  

 

Berkenaan dengan ayat di atas, bahwa Allah menciptakan segala 

sesuatu di dunia ini adalah untuk kemaslahatan dan memenuhi 

kebutuhan manusia
43

. Sebab alam diciptakan untuk kemaslahatan 

manusia, maka sudah menjadi keharusan bagi manusia untuk menjaga 

dan melestarikan lingkungan. 

Berkaitan dengan lingkungan ini, ulama Mesir kontemporer 

Yusuf Al-Qardhawi menawarkan maqashid syari‟ah yang ke enam 

yaitu hifzul-bi‟ah (memelihara lingkungan) dengan menggagas etika 

lingkungan
44

.  

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pelestarian lingkungan memiliki 

hubungan sistematis dan timbal-balik dengan lima maqashid syar’ah 
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yakni hifz nafs, diin, aql, nasl dan mal.
45

 Jika pelestarian lingkungan 

tidak dilakukan dengan baik maka akan berdampak buruk kepada lima 

maqashid syari‟ah tersebut. Oleh karena itu menjadi keharusan bagi 

kita manusia yang di tugaskan sebagai khalifah (wakil Allah) di muka 

bumi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. 

b. Tata Kelola lingkungan dalam Prinsip Fiqih al-bi’ah (lingkungan) 

Dalam konsep fiqh al-biah jika dikaji melalui Maqasyid syariah 

menjaga kelestarian lingkungan hidup banyak memberikan 

kemaslahatan yang mana hal ini berkaitan erat dengan konsep 

maslahah. contoh dari maslahah tersebut dapat tergambar dalam 

pemeliharaan dan perlindungan penuh terhadap lima kebutuhan primer 

(Ushul Al-Khamsah), yang Pertama, perlindungan terhadap agama 

(Hifd Din), Kedua Perlindungan jiwa (Hifd Nass). Ketiga Perlindungan 

akal (Hifd Aql), Keempat Perlindungan keturunan (Hifd Nasl), Kelima 

Perlindungan terhadap harta benda (Hifd Mal
46

). lima hal tersebut 

merupakan tujuan dari syariah (Maqasyid syariah) yang harus dirawat, 

menghindarkan alih fungsi kawasan sempadan pantai secara masif 

dalam skala besar juga bagian dari menjaga lingkungan hidup yang 

tentunya harus dijaga kelestariannya guna keberlangsungan hidup 

makhluk semesta yang beragam. Menurut Yusuf al–Qardhawi, menjaga 

lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga 

keturunan, dan menjaga harta. rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek 
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– aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia 

dalam lingkungan menjadi ternoda
47

. 

Dengan adanya pelestarian lingkungan tampak jelas akan 

memberikan banyak kemaslahatan bagi umat manusia dan makhluk 

semesta lainnya secara turun temurun, sebab jika berbicara persoalan 

lingkungan hidup kita memiliki ketergantungan yang cukup kuat 

terhadap sumberdaya alam yang ada juga kepada makhluk lainnya, 

apabila lingkungan hidup terawat dengan baik akan berdampak positif 

pula untuk manusia begitu juga sebaliknya, rusaknya alam akan 

berdampak buruk bagi kehidupan manusia. 

Merujuk pada makna mashlahah yang berfungsi sebagai tujuan 

akhir hukum yang ditujukan kepada manusia guna tercapainya kebaikan 

dan kesejahteraan manusia di dunia maupun di akhirat. agar dapat 

menggapai kemaslahatan sebagaimana dimaksud, manusia harus dapat 

memenuhi kebutuhan Primer (dahrurriyat), menyempurnakan 

kebutuhan sekunder (hajiyat), dan kebutuhan tersier (tahsiniat), pada 

kemaslahatan dapat di korelasikan dengan maqasyid syariah dalam hal 

pokok pencapaian, melalui perhitungan menarik kemanfaatan atau 

menolak kemudharatan. 

Dalam inti pokok kemaslahatan terdapat dua kategori yakni 

Mashlahah darruriyah (inti) dan Mashlahah ghairu darruriyah (bukan 

kemaslahatan pokok) namun dalam penggunaannya tergolong penting 
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dan tidak dapat dipisahkan. Kemaslahatan inilah yang menjadi dasar 

dalam Maqashid Al-Syariah sebagai tujuan syariah, seperti yang telah 

dihitung juga oleh ulama dengan nama al-Kulliyat al-Khams. 

c. Prinsip dan Etika dalam Tata Kelola Wilayah Pesisir untuk 

Kemashlahatan dalam Islam  

1) Prinsip Tauhid dan Holistik dan Mengikuti Sunnatullah  

Islam memandang sumberdaya pesisir dan laut bersifat holistik 

(menyeluruh), yang mencakup etika dan tauhid yang merupakan inti 

ajaran al-Qur’an. Dalam prinsip Tauhid, seluruh alam semesta 

merupakan ciptaan Allah yang satu adalah tempat bergantungnya 

seluruh makhluk (Q.S Al-Ikhlas 1-2), selain itu Dia-lah yang 

menciptakan alam semesta termasuk di dalamnya laut dan ekologi 

pesisir untuk dikelola oleh manusia. Allah SWT berfirman:  

                      

                  

Artinya: ”Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi 

untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, 

lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui 

segala sesuatu”.(Q.S Al-Baqarah:29).  

 

Dengan adanya prinsip ini maka memperlakukan lingkungan 

pesisir dan laut adalah dengan kesadaran sebagai hamba Allah yang 

telah menciptakan alam ini kepada kita.
48
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2) Prinsip Khalifah (Pemelihara)  

Salah satu tema terbesar dalam Al-Qur’an adalah tentang 

penciptaan manusia. Secara filosofis, Al-Qur’an menjelaskan tujuan, 

makna dan kehidupan manusia. Alam ini termasuk wilayah lingkungan 

pesisir dan laut dititipakan kepada manusia adalah untuk dipelihara dan 

dikelola dengan baik, sebagai ketetapan Allah SWT pula bahwa 

manusia adalah pemelihara (Khalifah) dimuka bumi. Allah SWT 

berfirman:  

                      

Artinya: “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat 

Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi.” (Q.S Al-Baqarah:30).
49

 

 

3) Prinsip I‟tidal (Keseimbangan)  

Al-Qur’an mengajarkan bahwa Allah SWT telah menciptakan 

alam semesta dalam proporsi dan ukuran, baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif. Hukum ciptaan Tuhan termasuk unsur ketertiban, 

keseimbangan dan proporsionalitas. Maka memperlakuan lingkungan 

pesisir dan laut harus sesuai dengan takaran dan tata caranya, karena 

pengelolaan sesuatu harus disesuaikan dengan ukuran dan standar yang 

telah ditetapkan. Karena Allah menciptakan seluruh alam ini penuh 

dengan ukuran dan proporsionalitas yang begitu teliti dan rinci. Allah 

SWT berfirman:  
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                       

               

Artinya: “yang telah menciptakan tujuh langit berlapislapis. kamu 

sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha 

Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah 

berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak 

seimbang”. (Q.S Al-Mulk:3). 

  

Dalam ayat-ayat lain Allah menyebutkan dengan arti yang 

hampir senada misalnya pada Q.S Al-Hijr: 21, Q.S Al-Furqan: 2, Q.S 

Al-A’la: 3, yang menjelaskan bahwa setiap yang diciptakan Allah SWT 

di alam ini penuh dengan perhitungan dan ukuran. Sehingga prinsip 

pengelolaan alam dalam hal ini wilayah pesisir dan laut harus dengan 

perhitungan, perencanaan, ukuran dan ketelitian
50

. 

4) Prinsip Maslahah (Kemanfaatan)  

Al-Mashlahah atau kemashlahatan umum merupakan salah satu 

pilar utama dalam syariah Islam termasuk dalam pengelolaan 

sumberdaya alam. Allah secara tegas dan eksplisit melarang manusia 

untuk melakukan perbuatan yang merusak lingkungan termasuk 

merusak kehidupan manusia itu sendiri, setelah Tuhan melakukan 

perbaikan (Ishlah) yang merupakan mashdar dari mashlahah. Tujuan 

tertinggi dari perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan 

ekosistem ini adalah kemashlahatan dan kesejahteraan universal bagi 

seluruh makhluk. Begitu juga dengan karunia Tuhan berupa penciptaan 

laut dengan segala kekayaan alam di dalamnya adalah untuk 
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kemanfaatan (kesejahteraan) manusia sebagaimana difirmankan Allah 

dalam Q.S An-Nahl:14 yang telah dijelaskan sebelumnya.
51

 

5) Akhlak 

a) Larangan Israf (berlebihan) dan Tabdzir (mubazir) Islam melarang 

umatnya untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumberdaya 

alam secara berlebihan. Sebaliknya Islam menganjurkan umatnya 

untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara bijak termasuk 

lingkungan pesisir dan laut. Allah SWT berfirman:  

                    

                 

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah 

pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, 

dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebihlebihan”. (Q.S Al-

A’raf:31). 

 

b) Larangan berbuat kerusakan 

Allah SWT berfirman:  

                    

             

Artinya: “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya 

dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al-A’raf:56). 
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Quraish Shihab ketika menafsirkan Q.S Al-Baqarah:11-12, 

menyatakan bahwa perusakan di bumi adalah aktivitas yang 

mengakibatkan sesuatu kehilangan nilai fungsi serta manfaatnya. Al-

Syaukani (W.1255 H) mengomentari al-fasad QS. Ar-Rum :41, bahwa 

kerusakan yang dimaksud di sini bersifat umum, baik karena perbuatan 

manusia sendiri seperti perbuatan maksiat kepada Allah, pemutusan 

hubungan kekeluargaan, penganiyaan dan pembunuhan antara sesama 

manusia atau dalam bentuk bencana-bencana alam seperti kemarau, 

berkurangnya hasil panen, sampai kepada gempa bumi dan banjir. Dengan 

demikian itu Allah SWT memerintahkan kita dalam mengelola lingkungan 

pesisir dan laut khususnya di Kawasan Pesisir Selatan Kabupaten Jember 

ini dengan menjauhi dan membuang sifat fasad atau merusak.
52

 

d. Tata Kelola dan Pemanfaatan Lingkungan dalam Ekonomi Islam 

Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan untuk kepentingan 

Bisnis harus memiliki dasar prinsip ekonomi Islam dalam 

menjalankannya, hal tersebut bertujuan: Pertama, membumikan syariah 

Islam dalam sistem ekonomi suatu negara secara Kaffah. Kedua, 

membebaskan masyarakat muslim dari belenggu barat yang menganut 

sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi 

komunis, serta mengahiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau 

negara-negara muslim. Ketiga, menghidupkan nilai-nilai islami dalam 

seluruh kegiatan ekonomi. Keempat, menegakkan bangunan ekonomi yag 
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mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara muslim. Kelima, 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.
53

 

Yusuf Al-Qordhawi menyatakan bahasa Ekonomi islam itu adalah 

ekonomi yang berasasan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak, 

dan ekonoi pertengahan. Sesungguhnya ekonomi Islam adalah ekonomi 

ketuhanan ekonomi kemanusiaan, ekonomi akhlak dan ekonomi 

pertengahan.
54

 Dari pemaparan yang dirumuskan oleh al-Qordhawi ini 

muncul empat nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi islam 

sehingga menjadi karakteristik ekonomi islam diantaranya: 

1) Iqtishad Robbani (Ekonomi Ketuhanan) 

Ekonomi islam merupakan ekonomi ilahiyyag karena titik 

awalnya berangkat dari allah dan tujuannya untuk mencapai ridho 

allah. 

2) Iqtishad Akhlaqi (Ekonomi Akhlaq) 

Hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan 

sistem ekonomi lain adalah dalam sistem ekonomi Islam antara 

ekonomi dengan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali, seperti 

tidak pernah terpisahnya antara ilmu dengan akhlak karena akhlak 

merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Islam. 

3) Iqtshad Insani (Ekonomi Kerakyatan) 

Ekonomi Islam bertjuan untuk mewujudkan kehidupan yang 

baik dengan memberi kesempatan bagi manusia untuk memenuhi 
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kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia perlu hidup dengan dengan 

pola kehidupan robbani sekaligus manusiawi sehinga mampu 

melaksankan kewajibannya kepada tuhan, kepada dirinya, keluarga, 

dan kepada manusia lain secara umum. Manusia dalam sistem 

ekonomi Islam adalah tujuan sekaligus sasaran dalam setiap kegiatan 

ekonomi karena ia telah dipercayakan sebagai Khalifah. 

4) Iqtishad Washathi (Ekonomi Pertengahan) 

Karakteristik Islam adalah sikap pertengahan, seimbang 

(Tawazun) antara dua kutub (aspek duniawi dan ukhrawi) yang 

berlawanan dan bertentangan. Arti Tawazun (simbang) di antara dua 

kutub ini adalah memberikan kepada setiap kutub itu haknya masing-

masing secara adil an merata tanpa mengurangi atau melebihkannya 

seperti apek keakhiratan dan keduniawian.  Washatiyah (Pertengahan 

atau keseimbangan) merupakan nilai yang utama dalam ekonomi 

Islam. Bahkan, nilai-nilai ini menurut Yusuf al-Qordhawi merupakan 

ruh atau jiwa dari ekonomi Islam.
55

 

Berdasarkan prinsip ini sistem ekonomi islam tidak merugikan 

masyarakat terutama golongan ekonomi lemah, seperti yang telah 

terjadi dalam masyarakat ekonomi kapitalis, jga tidak memperkosa hak 

dan kebebaan individu seperti yang telah dibuktikan golongan ekonomi 

komunis. 
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2. Tinjauan umum tentang Wilayah Pesisir dan Sempadan Pantai 

a. Ruang lingkup Wilayah Pesisir 

Secara Etimlogi Wilayah bermakna daerah, dan Pesisir berarti 

tanah datar berpasir di pantai
56

. Sedangkan menurut Istilah, Wilayah 

pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Batas ke 

arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air 

yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut. Sifat-sifat laut tersebut 

meliputi angin laut, pasang surut dan perembesan air laut. Wilayah 

pesisir kearah darat dicirikan oleh vegetasinya yang khas. Batas 

wilayah pesisir kearah laut mencakup bagian atau batas terluar pada 

daerah paparan benua. Namun, wilayah ini masih dipengaruhi oleh 

proses-proses yang terjadi di darat. Proses-proses tersebut antara lain 

sedimentasi dan aliran air tawar, serta kegiatan pengundulan hutan 

dan pencemaran
57

.  

Menurut Supriharyono, Wilayah Pesisir dapat didefinisikan 

sebagai daerah pertemuan atau peralihan antara daratan dan lautan, 

yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi secara fisik, sosial 

maupun ekonomi.
58

 

Menurut Key dan Alder, Wilayah Pesisir merupakan wilayah 

yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir 

merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan.
59
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Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2007 yang saat ini direvisi menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014 

dinyaatakan “Wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara 

ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan 

laut”. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat 

dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
60

 

Sedangkan ke arah daratan, daerah pesisir mencakup daerah-

daerah tertentu yang pengaruh lautannya masih terasa, misalnya angin 

laut, suhu, dan lain sebagainya, sedangkan ke arah lautan daerah 

pesisir dapat mencakup kawasan-kawasan laut yang pengaruh dari 

aktivitas di daratannya masih tampak, misalnya penampakan bahan 

pencemar, sedimentasi, dan lain sebagainya. 

Sementara itu, hal-hal yang terkait dengan penjelasan pesisir 

seperti batas sempadan pantai, pantai, dan daerah pasang surut tidak 

dapat dipisahkan dari penjelasan tentang pesisir.
61

 Wilayah pesisir 

dapat difahami sebagai luasan wilayah yang didalamnya tercakup 

beberapa komponen lahan, seperti Pantai, Sempadan Pantai, 

Ekosistem Pantai dan seluruhnya yang berada dibawah kawasan 

pesisir, dengan arti lain Wilayah Pesisir merupakan Indukan, 

sedangkan dibawahnya terdapat bagian-bagian pecahannya. 
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Batas wilayah pesisir ke arah darat secara administratif adalah 

batas terluar sebelah hulu dari desa pantai. Dapat juga diukur sebagai 

jarak definitif sepanjang 2 km, 20 km, dan seterusnya dari garis 

pantai. Berbeda dengan batas ke arah daratan , batas wilayah pesisir 

ke arah laut sebesar 4 mil, 12 mil, dan seterusnya dari garis pantai. 

Istilah pesisir (Coast) berbeda dengan pantai (Shore). Pantai 

merupakan daerah ditepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang 

tertinggi dan air surut terendah.
62

 Dalam wilayah kepesisiran terdapat 

berbagai komponen. Ada yang disebut sebagai wilayah laut, yaitu 

suatu zona ke laut bebas dan ke arah daratan dibatasi oleh zona 

gelombang (Wave Zone) hingga zona pecah gelombang (Breakers 

Zone). 

Maka dapat difahami bahwa pantai adalah daerah yang berada 

diantara garis pantai dan garis pesisir. Lebih jelasnya, pantai 

merupakan wilayah yang bergisik. Selanjutnya, yang disebut dengan 

pesisir dapat dikatakan sebagai daerah yang berada diantara garis 

pantai dan beting gisik. Biasanya wilayah ini memiliki material 

berupa pasir. Wilayah yang masuk dalam kawasan pesisir ialah 

gumuk pasir, laguna (swale berair), dan swale kering. Wilayah 

kepesisiran dapat dijelaskan sebagai wilayah yang berada diantara 

zona pecah gelombang (breakers zone) hingga daratan aluvial 

kepesisiran (coastal alluvial plain) atau rawa belakang  (back swamp). 
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Dengan demikian wilayah kepesisiran mencakup zona pecah 

gelombang, pantai dan pesisir. Selanjutnya yang dimaksud lahan 

buritan (hinterland) adalah wilayah yang mencakup dataran aluvial 

(alluvial plan)  dan perbukitan dengan lereng-lereng kakinya (hilly 

and foot slope). 

b. Karakteristik Wilayah Pesisir 

Wilayah pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dari yang 

lain. Berbagai karakteristik yang dimiliki oleh wilayah pesisir antara 

lain: 

a) Sangat dinamis dan selalu mengalami perubahan fisik yang 

disebabkan oleh angin dan gelombang. 

b) Termasuk ekosistem yang memiliki nilai tinggi karena 

produktivitas dan biodiversitas yang dimiliki sangat tinggi. 

c) Mempunyai bentukan terumbu karang, hutan mangrove, pantai, 

gumuk pasir dan lain sebagainya yang dapat melindungi wilayah 

dari banjir, gelombang badai dan tsunami. 

d) Memiliki aktivitas perekonomian yang tinggi karena banyak 

terdapat pemukiman. 

e) Pusat kegiatan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas manusia di 

lautan. 

Kawasan pesisir merupakan kawasan yang sangat dinamis dari 

segi fisik, sosial, dan ekonomi. Pergulatan dan interaksi kemanusiaan 

dan alam sangat intens terjadi yang melahirkan berbagai bentuk 
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kearifan lokal dan modal sosial yang tumbuh dengan kuat. Selain itu, 

selain proses fisik, wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat 

kompleks dan mempunyai dinamika yang tinggi.
63

 Wilayah pesisir 

mengalami tekanan yang besar baik dari segi proses fisik maupun 

aktivitas manusia. 

c. Kawasan Sempadan Pantai 

Secara Etimologi Sempadan berarti batas atau tanda batas, 

sedangkan Pantai adalah tepi laut, perbatasan daratan dengan laut atau 

massa air yang lain dan bagian yang dapat pengaruh dari air tersebut
64

. 

Secara terminologi, Sempadan pantai adalah daratan sepanjang 

tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi 

fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke 

arah darat.
65

 

Menurut Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2002 

tentang Pengelolaan Sempadan Pantai menyatakan “Daerah sepanjang 

pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan kelestarian pantai. 

Kawasan Sempadan Pantai memiliki fungsi untuk mencegah 

terjadinya abrasi Pantai. Selain itu, kawasan sempadan Pantai juga 

berfungsi untuk melindungi Pantai dari berbagai kegiatan yang dapat 

menganggu atau merusak fungsi dan kelestarian kawasan Pantai”. 
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Daerah yang termasuk sempadan Pantai hanya diperbolehkan 

untuk ditanami tanaman. Tanaman tersebut diperuntukkan sebagai 

pelindung dan pengaman pantai. Daerah sempadan pantai juga 

diperuntukkan bagi penggunaan fasilitas umum yang tidak mengubah 

fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian  pantai. Berdasarkan 

Keppres No. 32 Tahun 1990 dan UU No. 27 Tahun 2007 menyatakan 

“Batas perlindungan sempadan pantai ialah 100 meter dari titik pasang 

tertinggi ke arah darat. Oleh karena itu batas 100 meter dari pantai 

harus bebas dari segala kegiatan yang dapat merusak pantai. 

Sementara itu, pantai dapat dikemukakan sebagai daerah pertemuan 

antara air pasang tertinggi dan daratan”. 

Pasang surut adalah naik turunnya muka laut secara berkala 

akibat adanya gaya tarik benda-benda angkasa, terutama matahari dan 

bulan terhadap massa air di bumi.
66

 

d. Ruang lingkup Agraria dan Tanah. 

a) Pengertian Agraria 

Istilah agraria memiliki pengertian yang bermacam-macam. 

Dalam bahasa Latin, Ager berarti tanah atau sebidang , Agrarius 

berarti perladangan, persawahan, pertanian.
67

 

Menurut Andi Hamzah, Agraria adalah masalah tanah dan 

semua yang ada di dalam tanah dan di atasnya. Menurut Subekti 
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dan R. Tjitrosoedibio, Agraria adalah urusan tanah dan segala apa 

yang ada di dalam dan di atasnya. Apa yang ada didalam tanah 

misalnya batu, kerikil, tambang, sedangkan yang ada di atas tanah 

bisa berupa tanaman, bangunan
68

. 

Pengertian agraria seperti yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan (UUPA) adalah 

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 

yang terkandung didalamnya dalam wilayah republik indonesia 

sebagai karunia tuhan yang maha esa”.  

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) hak-hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: “a). hak milik, 

b). hak guna usaha, c). hak guna bangunan, d). hak pakai, e). hak 

sewa, f). hak membuka tanah, g). hak memungut hasil hutan”.
69

 

b) Pengertian tanah 

Pengertian Tanah menurut bahasa adalah, permukaan bumi atau 

lapisan bumi yang di atas sekali.
70

 

Sedangkan menurut Istilah, Tanah merupakan permukaan bumi, 

baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu 
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sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya berkaitan langsung dengan 

permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
71

 

Istilah tanah sendiri erat kaitannya dengan manusia, karena 

disitulah letak esensi hukum diatur. Kelangsungan hidup manusia di 

bumi diantaranya tergantung dari tanah. Juga sebaliknya, tanahpun 

memerlukan perlindungan manusia untuk menjaga keberadaannya 

sebagai tanah yang memiliki fungsi. Menurut Soepardi, makna tanah 

bagi kehidupan manusia diantaranya adalah: 

a) Sebagai media alami dan sebagai tempat untuk tanaman dan 

tumbuhan. Pengertian ini ditekankan pada kesuburan tanah, sehingga 

erat kaitannya dengan kualitas tanah. 

b) Sebagai ruangan atau tempat dipermukaan bumi yang digunakan 

oleh manusia sebagai tempat hidup, yang dinilai berdasarkan luas 

(hektar, meter persegi m2). 

Makna a dan b sama persis dengan kata soil dalam bahasa 

inggris, sedangkan makna c mendekati makna land dalam bahasa 

inggris atau lahan dalam bahasa indonesia. Kita harus memahami 

pengertian tanah secara harfiyah terlebih dahulu sebelum menguraikan 

lebih lanjut pada pengertian lahan. Tanah sebagai tempat hidup bisa 

disebut bagian dari lahan.  Sementara itu lahan mencakup wilayah yang 

lebih luas dengan kondisi tanah yang beragam. Dalam buku Dictionary 

Of Environmental Science dituliskan bahwa, “land is the portion of the 
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earth‟s surface that stands above sea level”. (Lahan adalah bagian dari 

permukaan bumi dengan ketinggian yang berada diatas permukaan 

laut).
72

 

3. Tinjauan umum tentang Alih Fungsi Kawasan Sempadan Pantai  

a. Paradigma Alih Fungsi 

Paradigma pembangunan dewasa ini dilakukan lebih kearah 

model pembangunan kapitalistik yang meyakini ekonomi merupakan 

suatu sistem dengan lingkungan sebagai subsistemnya. Dalam bahasa 

sederhana, pemenuhan tingkat kebutuhan hidup adalah dari sisi 

ekonominya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah kepentingan 

ekonomi, sehingga berakibat kepentingan lingkungan diletakkan 

dibawah kepentingan ekonomi.
73

 

Pembangunan yang mementingkan produksi bertolak dari   

materialistis yang sempit terhadap tujuan-tujuan masyarakat.      

Pembangunan yang memihak kepada rakyat mencoba memandang 

pembangunan dari persepektif evolusi yang  mendorong berlanjutnya 

proses evolusi kearah kemampuan terpendam umat manusia. Tiga  hal  

penting yang     melandasi konsep tersebut, yaitu kelestarian hidup, 

harga diri dan kebebasan.
74

 

                                                 
72

 H. Suriansyah Murhaini. Hukum Pertanahan Alih Fungsi Tanah Dan Fungsi Sosial Hak Atas 

Tanah. (Yogyakarta: Laksbang Justitia. 2018), 152-153. 
73

 Suriansyah Murhaini. Hukum Pertanahan Alih Fungsi Tanah Dan Fungsi Sosial Hak Atas 

Tanah. 94. 
74

 Devrayno, Alih Fungsi Lahan Hutan Untuk Perkebunan Perspektif Kebijakan. (Jurnal Morality, 

Volume 2, Nomor 2. April 2015). 11. 



  

 

 

49 

Dari uraian diatas mengindikasikan bahwa tidak selamanya 

urusan kepentingan ekonomi menjadi yang paling utama jika 

mengabaikan urusan kerusakan lingkungan dan merugikan terhadap 

rakyat banyak termasuk lingkungan, maka dalam hal ini pemerintah 

harus mengeluarkan kebijakan yang bisa mengakomodir seluruh 

kepentingan negara maupun rakyat secara umum, artinya 

pembangunan dalam hal ini alih fungsi dan dampak lingkungannya 

harus sama-sama diperhatikan agar bisa berjalan beriringan. 

Alih fungsi lahan ini atau lazimnya disebut sebagai konversi 

lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau keseluruhan kawasan 

dari fungsinya semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain 

yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi 

lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai 

perubahan untuk penggunaan lain yang disebabkan oleh faktor-faktor 

yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi 

kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan 

meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.
75

 

Struktur Agraria dapat mempengaruhi munculnya hubungan 

sosial agraris yang berbeda antara satu tipe struktur agraria dengan 

tipe struktur lainnya. Ada tiga macam struktur agraria yaitu: (1) Tipe 

Kapitalis: yang berarti sumber-sumber Agraria dikuasai oleh non 

penggarap (Perusahaan), (2) Tipe Sosialis: dalam artian sumber-
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sumber agraria dikuasai oleh Negara/kelompok pekerja, dan (3) Tipe 

Populis: sumber-sumber Agraria dikuasai oleh keluarga/rumah 

tangga.
76

 

Alih fungsi lahan biasanya terkait dengan proses 

pengembangan wilayah, dan bahkan dapat diakatakan bahwa alih 

fungsi lahan merupakan konsekuensi dari perkembangan wilayah. 

Sebagian besar alih fungsi lahan yang terjadi, menunjukkan adanya 

ketimpangan dalam penguasaan lahan yang lebih didominasi oleh 

pihak Kapitalis dengan mengantongi izin mendirikan bangunan yang 

dikeluarkan pemerintah. 

Hal itu terlihat dari banyaknya alih fungsi lahan sawah 

menjadi lahan pemukiman kaum elit diperkotaan. Dikota-kota besar 

seperti Jakarta, Surabaya dan beberapa kota Metropolitan lainnya 

sudah hal biasa jika lahan pertanian dicaplok oleh pengembang untuk 

membangun kawasan pemukiman baik yang bersifat horisontal (real 

estate) maupun Vertikal (apartemen).
77

  

Hal ini menunjukkan bahwa Paradigma alih fungsi yang 

dilakukan oleh pemerintah tidak berkesinambungan dengan kejadian 

dilapangan, kebijakan yang dibuat hingga penegakan aturan 

dilapangan jauh panggang dari api. Maka dari itu pemerintah tidak 

boleh hanya fokus melakukan penataan ruang di wilayah perkotaan 
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saja seperti pembanguanan kawasan permukiman yang di alih 

fungsikan dari peruntukan semula, melainkan dari segala lini 

pembangunan termasuk kawasan sempadan pantai yang diperuntukan 

untuk publik dialih fungsikan menjadi Industri Tambak modern. Hal 

ini selain menabrak undang-undang juga berpengaruh negatif terhadap 

lingkungan dan keberlanjutan pembangunan selanjutnya. 

b. Pola alih fungsi kawasan sempadan pantai 

Kawasan pesisir (coastal zone) telah difahami secara umum 

sebagai suatu area geografis (geographical area) yang tidak mudah 

untuk dikelola. Rumitnya pengelolaan berkaitan dengan banyaknya 

potensi permasalahan (issue) yang terdapat diwilayah tersebut. 

Wilayah pesisir dapat dilihat sebagai area pertampalan (overlapping) 

antara daratan dengan perairan (offshore, near shore, shoreline, 

inshore), pertemuan antara beberapa yuridiksi dan bahkan area 

kompetisi dari beberapa stakeholders. 

Pengelolaan terpadu wilayah pesisir (Integrated Coastal Zone 

Management) disingkat ICZM sebagai suatu proses dalam rangka 

pengambilan keputusan (decision making). Tujuan utama ICZM 

adalah mengakomodasi beragam pendekatan sektoral dalam 

mengelola sumberdaya wilayah pesisir dengan cara 

mengharmonisasikan perbedaan yuridiksi beragam kewenangan. 

Secara khusus ICZM bertujuan menjembatani adanya perbedaan 
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antara dua kutub pengelolaan, yaitu pengelolaan wilayah daratan dan 

pengelolaan wilayah perairan.
78

  

Dalam uraian ini menunjukkan bahwa pembahasan terkait 

wilayah pesisir menjadi pembahasan yang rumit dan sensitif, karena 

berkaitan dengan daratan dan perairan. Maka dari itu pemerintah perlu 

mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan aturan serta 

pengelolaan wilayah pesisir untuk menghindari gesekan antar satu 

kebijakan dengan kebijakan yang lain khususnya berkaitan dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Istilah RTRW ini bisa jadi sering didengar namun belum 

difahami seutuhnya oleh kalangan lain, terutama yang jarang atau 

tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan perencanaan. Beberapa 

pengertian perlu diuraikan terkait dengan istilah RTRW agar diperoleh 

pemahaman yang lebih baik. Rencana tata ruang telah ditetapkan oleh 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. 

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 

udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 

tempat manusia dan mahluk hidup lain melakukan kegiatan dan 

memelihara kelangsungan hidupnya. 

Pembangunan yang dilaksanakan secara besar-besaran di 

indonesia dapat meningkatkan kemakmuran hidup masyarakat, akan 

tetapi juga dapat membawa banyak dampak negatif terhadap 
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lingkungan hidup sebagai tempat tinggal manusia. Kerusakan dan 

tercemarnya lingkungan salah satunya disebabkan oleh kegiatan 

manusia dalam kegiatan pembangunan.
79

 Oleh karenanya, sebelum 

melaksanakan proyek pembangunan Undang-Undang mewajibkan 

melakukan analisis atas dampak pembangunan tersebut terhadap 

lingkungan, yang lazim disebut AMDAL.  

Pelaku konversi lahan dapat dibedakan menjadi dua. (1) alih 

fungsi secara langsung oleh pemilik lahan yang bersangkutan. Alih 

fungsi lahan pada motif ini meliputi tindakan sebagai berikut: (a) 

Untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal. (b) dalam rangka 

meningkatkan pendapatan melalui alih usaha. (c) Kombinasi dari a 

dan b misalnya untuk membangun rumah tinggal yang sekaligus 

dijadikan tempat usaha. (2) alih fungsi lahan yang diawali dengan alih 

penguasaan. Pemilik menjual kepada pihak lain yang akan 

memanfaatkannya untuk usaha misal non sawah atau kepada 

makelar.
80

 Secara empiris, alih fungsi dengan cara ini terjadi dalam 

skala besar. Dampak dari konversi model seperti ini terhadap 

eksistensi lahan sekitarnya berlangsung cepat dan nyata. 

c. Faktor yang mempengaruhi Alih Fungsi Kawasan Sempadan 

Pantai 

Berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi 

lahan baik untuk kepentingan individu maupun untuk kepentingan 
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kelompok bahkan untuk kepentingan masyarakat. Secara umum 

faktor-faktor pendorong terjadinya alih fungsi kawasan sempadan 

pantai di antaranya: 

a) Pertumbuhan penduduk yang pesat, dengan jumlah daratan yang 

tetap dan jumlah penduduk yang terus bertambah tentu dapat 

berimplikasi bagi lingkungan tempat tinggal mereka.
81

 Dalam 

uraian ini menandakan bahwa dengan bertambahnya jumlah 

penduduk tentunya akan memberi dampak signifikan pada semua 

sektor, baik dari segi permukiman, industri, pendidikan, pariwisata 

maupun kebutuhan lainnya yang mengakibatkan terjadinya alih 

fungsi pada sempadan pantai. 

b) Adanya penanaman modal pihak swasta kepada perorangan atau 

kelompok.
82

 Dalam hal ini berarti adanya pihak investor yang 

mencari keuntungan besar dengan cara memberikan support dana 

dengan jumlah besar kepada pelaku industri tradisional maupun 

modern sehingga mereka dengan leluasa melakukan alih fungsi 

atau perluasan area industrinya sampai masuk kekawasan 

sempadan pantai yang peruntukannya jelas diatur dalam undang-

undang. 

c) Lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi kawasan sempadan 

Pantai, yakni ketidaktegasan peraturan yang diterbitkan oleh 

pemerintah maupun pejabat mengenai pengendalian fungsi lahan. 
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Ketidaktegasan tersebut di antaranya meliputi kekuatan hukum, 

ketegasan penegak hukum dan sanksi pelanggaran.
83

 

d. Dampak dari alih fungsi Kawasan Sempadan Pantai 

Larangan dalam kegiatan alih fungsi di kawasan sempadan 

pantai tertuang dalam Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014  Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau 

Kecil yang menyatakan, “Pemberian Izin Lokasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian 

Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan 

tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal 

asing”.
84

  

Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa negara 

melalui undang-undang sudah mengatur secara tegas terkait 

pengelolaan wilayah pesisir khususnya kawasan sempadan pantai 

yang kelestarian lingkungannya harus kita rawat berasama. Maka dari 

itu, apabila alih fungsi pada kawasan sempadan pantai dilakukan baik 

untuk kepentingan individu maupun untuk kepentingan kelompok 

maka akan menimbulkan beberapa dampak di antaranya:  

a) Perubahan pola penguasaan lahan. Pola penguasaan lahan dapat 

diketahui dari pemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut 
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diakses oleh orang lain.
85

 Perubahan yang terjadi akibat alih fungsi 

kawasan sempadan ini akan berakibat pada penyempitan area 

publik sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kawasan 

sempadan pantai khususnya wilayah pesisir yang masuk kawasan 

lindung, keberadaannya harus dilindungi dari kegiatan pemanfaatan 

dan kegiatan alih fungsi dalam bentuk apapun. 

b) Perubahan pola hubungan Agraria.
86

 Lahan yang semakin terbatas 

menyebabkan memudarnya hasil daya tangkap masyarakat pesisir 

pantai, demikian akibat dari alih fungsi tersebut juga berdampak 

terhadap menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke area 

pantai, sebab alih fungsi atau pengelolaan kawasan sempadan 

pantai yang tidak sesuai dengan asas pemanafaatan yang sesuai 

dengan undang-undang. 

c) Penyempitan akses sandaran perahu nelayan. Dalam kegiatan 

perluasan area tambak modern hingga masuk ke kawasan 

sempadan pantai mengakibatkan penyempitan akses sandaran 

perahu bagi para nelayan, padahal sebagaimana kita ketahui 

bersama bahwa Kawasan sempadan Pantai merupakan kawasan 

Lindung.  

d) Terjadinya Urbanisasi. Sebagian besar kawasan (misal) pertanian 

terletak di daerah pedesaan. Sehingga ketika terjadi alih fungsi 

lahan pertanian yang mengakibatkan lapangan pekerjaan bagi 
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sebagian orang tertutup, maka yang terjadi selanjutnya adalah 

angka urbanisasi meningkat. Orang dari desa akan berbondong-

bondong pergi ke kota dengan harapan mendapat pekerjaan yang 

lebih layak. Padahal bisa jadi setelah sampai di kota keadaan 

mereka tidak berubah karena persaingan yang semakin ketat.
87

 

Searah dengan penjelasan diatas yaitu alih fungsi kawasan 

sempadan pantai, apabila hal ini dilakukan maka yang akan terjadi 

adalah arus urbanisasi masyarakat pesisir ke daerah perkotaan akan 

meningkat. Hal ini mungkin terjadi disebabkan penguasaan lahan 

publik (privatisasi) area publik, sehingga areal untuk sandaran 

perahu bagi para nelayan akan menyempit. Belum lagi apabila alih 

fungsi dilakukan oleh industri yang notabene limbah pabrik atau 

industri akan dibuang ke area sungai dan bermuara ke pantai akan 

menyebabkan pencemaran lingkungan. 

e) Perubahan pola nafkah
88

 masyarakat pesisir. Pola nafkah dikaji 

berdasarkan sistem mata pencaharian masyarakat dari hasil 

produksi pertanian dan hasil dari tangkapan nelayan. Keterbatasan 

lahan dan keterdesakan ekonomi rumah tangga dapat menyebabkan 

pergeseran sumber mata pencaharian dari sektor pertanian dan 

nelayan ke mata pencaharian lainnya. 
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f) Perubahan sosial dan komunitas.
89

 Konversi lahan atau alih fungsi 

kawasan sempadan pantai menyebabkan kemunduran laju 

kemampuan ekonomi, seperti pendapatan yang semakin menurun. 

Hal ini bisa terjadi sebab terjadinya polarisasi hidup masyarakat 

pesisir yang semula produktif ke konsumtif. 

g) Mengancam ekosistem kawasan dan kerusakan lingkungan. Dalam 

Pasal 36 Ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Jember Tahun 2015 – 2035 menyebutkan Arahan pengelolaan 

kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d meliputi: a. Perlindungan kawasan sempadan pantai  dari 

kegiatan yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai; b. 

Perlindungan sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang 

merupakan pesisir terdapat eksosistem vegetasi pantai dan estuaria 

dari kerusakan.
90

 Dalam kegiatan alih fungsi ini tentunya akan 

mengancam ekosistem kawasan sempadan pantai serta kerusakan 

lingkungan yang tidak dapat dihindari. 

4. Tinjauan Umum mengenai Penegakan Hukum  

a. Definisi Penegakan Hukum. 

Penegakkan hukum dapat diartikan sebagai Kegiatan 

menyerahkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

kaidah yang menetap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai 
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rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.   

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses 

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma 

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara.  

Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua perspektif 

yaitu ditinjau dari sudut subyeknya dan obyeknya. Secara rinci dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat 

dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai 

upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau 

sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan 

semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja 

yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma 

aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau 

menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya 

itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur 

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa 

suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam 

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur 
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penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya 

paksa;  

b. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut 

objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya 

juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, 

penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang 

terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai 

keadilan yang hidup dalam masyarakat.  

Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya 

menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. 

Karena itu, penerjemahan perkataan law enforcement ke dalam bahasa 

Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam 

arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” 

dalam arti sempit
91

.  

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis 

dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga 

timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah 

the rule of law versus the rule of just law atau dalam istilah the rule of 

law and not of man versus istilah the rule by law yang berarti the rule 

of man by law. Dalam istilah the rule of law terkandung makna 

pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, 

melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di 
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dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ”the rule of just law”. Dalam 

istilah The rule of law and not of man dimaksudkan untuk 

menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara 

hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah 

sebaliknya adalah the rule by law yang dimaksudkan sebagai 

pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai 

alat kekuasaan belaka. 

b. Teori penegakan Hukum Lawrence Meir Friedman. 

Penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah, 

berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada beberapa 

aspek diantaranya: a) Substansi Hukum, b) Struktur Hukum/Pranata 

Hukum, dan c) Budaya Hukum. Ketiga komponen sistem hukum ini 

saling terkait satu sama lainnya. Dengan mengibaratkan struktur 

hukum seperti mesin. Substansi apa yang dihasilkan atau dikerjakan 

oleh mesin itu. Dan budaya hukum masyarakat adalah apa saja atau 

siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan 

mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Secara 

rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Substansi Hukum:  

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai 

sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu 

dilaksanakan. Jadi substansi hukum ini menyangkut aturan, norma 

dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, bahkan 
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termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan 

demikian yang disebut komponen substansi hukum disini adalah 

keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma 

hukum), baik yang tertulis (law books) maupun tidak tertulis 

(living law), serta putusan pengadilan yang dipedomi oleh 

masyarakat dan pemerintah. Dalam perlindungan konsumen, 

substansi hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan yang 

dibuat oleh lembaga atau badan-badan yang berwenang serta asas-

asas hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan 

perlindungan konsumen. 

Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law 

Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan 

perundang undangan juga telah menganut Common Law Sistem 

atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan 

yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis 

bukan dinyatakan hukum.  

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum:   

Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan 

tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan 

aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk 

di dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan 

ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula 

kinerja hukum). 
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Sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau 

tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum 

berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari 

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana 

(Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh 

undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah 

dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan 

“fiat justitia et pereat mundus” (meskipun dunia ini runtuh hukum 

harus ditegakkan).  

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat 

penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. 

Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak 

didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan 

hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum 

mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas 

aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, 

ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain 

sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak 

hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. 

Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah 

maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya 
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buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan 

munculnya masalah masih terbuka.
92

 

c.  Budaya Hukum:   

Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman adalah sikap 

manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, 

pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana 

pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana 

hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum 

erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin 

tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya 

hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat 

mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan 

masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum.
93

 

Menurut Lawrence M Friedman, kultur hukum merupakan 

suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu tuntutan, 

permintaan atau kebutuhan yang datangnya dari masyarakat atau 

pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, 

harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya 

hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap 

serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. 

Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat 
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(eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku 

masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga 

dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk 

menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan 

sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannnya berbeda dari 

pola aslinya.  

Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan 

yang sama dengan kesadaran hukum.
94

 Namun kesadaran hukum 

berbeda dengan perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan 

produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja 

bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan 

hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para 

ahli, khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi 

(para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum.  

Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, tentu 

saja yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat ini adalah 

kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas 

secara keseluruhan.
95

 Walaupun struktur hukum dan substansi 

hukum bekerja dan berlaku secara nasional di seluruh Indonesia, 

namun terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan kinerja aparatur 

hukum dan penerapannnya. Hal ini dikarenakan struktur dan 

substansi hukum hukum tersebut berinteraksi pula dengan budaya, 
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nilai, keyakinan, dan opini hukum dalam masyarakat yang 

bersangkutan.  

Dengan demikian dalam rangka untuk mewujudkan 

penegakan prinsip keadilan, kegunaan dan kepastian hukum, kita 

tidak hanya menyoroti sisi dari substansi hukum belaka, tetapi juga 

menyoroti kinerja aparatur hukum dalam memaknai, 

menginterpretasikan, atau mengaktualisasikan substansi hukum 

tertentu dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. 

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya 

suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:
96

 

a. Undang-undang.  

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis 

yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah 

yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat 

beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut 

mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:  

1) Undang-undang tidak berlaku surut. 

2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. 

3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-

undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. 
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4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-

undang yang berlaku terdahulu. 

5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.  

6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai 

kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun 

pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).  

b. Penegak Hukum.  

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam 

masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan 

tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat 

berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di 

samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat 

diterima oleh mereka. Ada tiga faktor elemen penting yang 

mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan 

tugas-tugasnya, yaitu:   

1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan 

prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;   

2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai 

kesejahteraan aparatnya, dan   

3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya 

maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, 

baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.  
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c. Faktor Sarana dan Fasilitas.  

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 

penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas 

tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan 

trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 

cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang 

sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau 

fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan 

peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.   

d.  Faktor Masyarakat.  

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang 

dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan 

hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan 

yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan 

mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum 

sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya 

hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum.  

e. Faktor Kebudayaan.  

Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai 

yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan 

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan 

apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.
97
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya sesuai dengan standart ukuran yang 

telah ditentukan. Menurut Profesor Sugiono, metode penelitian merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
98

 

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan peneliti 

sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan 

dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa 

adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan 

kerangka berpikir.
99

 

Agar Penelitian yang dimaksud dapat menghasilkan data yang obyektif 

serta data yang relevan dengan obyek penelitian yang sedang diteliti, maka 

peneliti menggunakan metode penelitian sebagaimana berikut. 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Dalam jenis penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis-

empiris atau Sosiological yurisprudence dengan cara mengamati bagaimana 

reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma hukum bekerja di 

masyarakat
100

. Dalam hal ini yaitu dengan menggali data dengan cara 

Observasi, wawancara, Dokumentasi data dan sejarah. 
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Dengan demikian, peneliti menggunakan Field research atau 

penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus dalam melakukan identifikasi 

obyek penelitian yakni di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten 

Jember untuk mencermati suatu problematika yang terjadi dalam suatu 

kondisi yang alamiah dan data-data yang berkaitan dengan alih fungsi atau 

konversi lahan tersebut, sehingga dapat menemukan gejala dan suatu keadaan 

obyektif yang terjadi di Desa tersebut. 

Secara fundamental pendekatan penelitian merupakan aturan ilmiah 

guna mendapatkan data-data primer, sekunder dan tersier dengan tujuan dan 

kegunaan yang sesuai dengan obyek yang sedang penulis teliti, sehingga 

dapat difahami secara utuh dan benar terhadap kualitas pengambilan data. 

oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 

Kualitatif yang menghasilkan data Deskriptif Analitik
101

. 

Dalam istilah lain, pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan 

untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-

Konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman 

individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori 

atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatoris 

(misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), 

ataukeduanya.
102
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Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif  dan cendrung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses 

penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian 

sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat 

untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan 

sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian Kualitatif disebut juga 

dengan interpretative research, naturalistic research, atau phenomenological 

research. Pendekatan kualititif menekankan pada makna, penalaran, definisi 

suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti 

hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.
103

 

B. Obyek Penelitian 

Dalam menentukan objek penelitian dijelaskan oleh Lincoln dan Guba 

yang  dikutip oleh Moleong dimana peneliti berangkat dari asumsi bahwa 

penelitian kualitatif sangat berkelindan dengan faktor kontekstual, sehingga 

sample dalam penelitian dapat menyerap berbagai informasi sebanyak 

mungkin dari beragam sumber
104

. 

Lokasi penelitian sangat diperlukan bagi penelitian hukum terutama 

bagi penelitian kualitatif. karena dengan ditetapkannya obyek penelitian maka 

secara otomatis akan mempermudah tujuan dari Peneliti dalam 

mengeksplorasi data yang dibutuhkan. Seperti contoh Pada penelitian kali ini 

Penulis menetapkan obyek penelitian di Desa Kepanjen, Kecamatan 

Gumukmas, Kabupaten Jember. 

                                                 
103

 Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. 10. 
104

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 67.  



  

 

 

72 

Penulis memilih Desa Kepanjen karena berdasarkan beberapa faktor 

pendorong diantaranya, daerah pesisir selatan Kabupaten Jember merupakan 

kawasan dilindungi baik oleh Undang-Undang, amanat Perpres hingga 

Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2015 tentang RTRW tahun 2015-2035. 

Disisi lain, mayoritas penduduk pesisir selatan Jember  terdiri dari para petani 

dan nelayan yang berkontribusi aktif menjadi suplier ikan dan pruduksi 

pertanian. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember tahun 

2022 menyebutkan bahwa Kecamatan Kencong, Gumukmas, Wuluhan, 

Tempurejo, Puger merupakan pengasil produksi tanaman pangan terbesar 

daripada kecamatan yang lainnya. Dengan rata-rata produksi Kecamatan 

Kencong 48.173 Ton, Gumukmas, 43.655 Ton, Puger, 38.677 Ton, Wuluhan 

35.661 Ton, Ambulu 25.221 Ton dan Tempurejo 24.908 Ton.
105

 

Begitu juga dengan hasil produksi dan nilai produksi Perikanan 

Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Penangkapan, 2021 data BPS 

menyebutkan, Kecamatan, Kencong, Gumukmas, Puger, Wuluhan Ambulu, 

Tempurejo dan Balung menjadi penyumbang produksi perikanan di 

Kabupaten Jember, dengan total rincian, Kencong 229 Ton, Gumukmas, 503 

Ton, Puger 10.668 Ton.
106

 

Maka dari itu, keberlangsungan mereka harus dipertahankan melalui 

regulasi yang berpihak kepada para petani nelayan di kawasan pesisir laut 

selatan jember, sehingga penurunan pendapatan yang dirasakan oleh petani 

dan nelayan di wilayah pesisir selatan jember akibat pencemaran limbah 
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industri tambak modern yang dibuang ke sungai hingga mengalir ke muara 

pantai dapat segera diselesaikan. Melalui regulasi serta sikap tegas 

pemerintah Kabupaten Jember dalam menyikapi penguasaan atau alih fungsi 

dikawasan lindung kawasan sempadan Jember. 

C. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian adalah para pihak yang dijadikan sebagai sampel 

dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik 

subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai 

populasi, sampel dan teknik sampling (acak/non-acak) yang digunakan
107

. 

Dalam mendapatkan data yang valid maka perlu menentukan 

informan terlebih dahulu. teknik penentuan informan ini bertujuan agar sesuai 

dengan penggalian informasi yang akan dijadikan dasar dari rancangan dan 

teori yang muncul
108

. Dalam penentuan informan ini, hal pertama dengan cara 

memilih satu atau dua orang, tetapi karena dalam dua orang ini belum dirasa 

cukup terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang 

dipandang lebih mengetahui dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 

dua orang sebelumnya, sehingga dalam penelitian ini diambil Informan 

sebagian dari objek yang dianggap mewakili keseluruhan dari populasi yang 

ada di Desa Kepanjen yang memiliki kewenangan dalam menentukan 

kebijakan sebagai objek penelitian, di antaranya adalah:  

1. Kepala Desa Kepanjen 

2. Tokoh Masyarakat 
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3. Dua masyarakat Desa Kepanjen yang terdiri dari 1 Nelayan dan 1 Petani 

4. Pengelola Tambak Udang Modern 

5. Pegiat Aktivis Lingkungan 

D. Sumber Data 

Sumber data yang di butuhkan dalam penelitaian yang berjudul 

“Problematika Alih Fungsi Kawasan Sempadan Pantai Oleh Industri Tambak 

Modern Di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.”, terbagi menjadi dua 

data yaitu: 

1. Data Primer, 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

responden dan narasumber tentang obyek yang sedang diteliti (kondisi 

lapangan). agar menemui kerangka yang sistematis maka dalam 

pengumpulan data primer bisa dilakukan melalui Observasi, Wawancara, 

Dokumentasi dan sejarah. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

informasi kondisi objektif dilapangan dan menganalisanya dengan 

Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang pengelolaan wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil dan turunannya. Dengan cara mengamati secara 

langsung,  baik secara Observasi, interview dan wawancara dengan Kepala 

Desa selaku pemangku kebijakan di wilayah tersebut, Aktivis Lingkungan, 

Masyarakat dan Tokoh Masyarakat dll yang akan disesuaikan dengan tipe 

permasalahan yang sudah ditetapkan sebelumnya Data primer dicatat oleh 

peneliti melalui catatan yang berbentuk sistematik yakni memasukkan 
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tiap-tiap gejala yang diamati kedalam kategori tertentu tanpa 

memperhatikan urutan kejadian dalam penelitian ini yaitu data lapangan 

Para pihak terkait. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber yang memberikan data secara 

tidak langsung seperti melalui orang lain atau melaui dokumen.
109

 Data 

Skunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang 1945, UUPA tahun 

1960, UU No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan  wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil, Perpres No. 51 Tahun 2016 tentang kawasan sempadan  

pantai, Perda No.1 tahun 2015 tentang RTRW tahun 2015-2035 dan 

turunnnya. Undang-Undang ini yang kemudian menjadi data Skunder 

sebagai landasan dalam menganalisa suatu gejala hukum yang terjadi di 

masyarakat dalam hal ini alih fungsi kawasan sempadan pantai oleh 

industri tambak modern di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas 

Kabupaten Jember dan berbagai literatur (Study Kepustakaan) yang 

membahas perihal kajian yang sedang Penulis teliti. Sumber lain berasal 

dari Jurnal, Artikel, Buku, Disertasi hingga berita yang membahas tentang 

alih fungsi lahan lebih khusus alih fungsi di Kawasan Sempadan Pantai 

ataupun karya ilmiah lain yang membahas tentang persoalan konversi.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam 

kegiatan penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
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data itu sendiri.
110

 Beberapa teknik yang relevan terkait pengumpulan data 

yaitu terdiri dari Observasi, interview, dan dokumentasi. Teknik observasi 

merupakan tindakan pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. relevansi teknik pengumpulan data 

dengan penelitian ini agar mendapatkan gambaran secara langsung terkait 

kondisi obyek yang sedang diteliti. 

1. Pelaksanaan observasi dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan 

dengan diiringi wawancara mendalam terhadap informan yang telah 

ditetapkan sebagaimana di atas. Dalam teknik Observasi Peneliti 

menggunakan teknik pengamatan, dengan demikian akan mempermudah 

dalam mengamati secara langsung obyek penelitian sehingga membantu 

kajian kritis yang sedang Penulis teliti. sifat Peneliti adalah pengamat yang 

independent (menyajikan data secara seimbang). dalam hal ini Peneliti 

harus melakukan partispasi aktiF dan teknik observasi, partisipasi aktif 

meliputi :  

a. Mengetahui kondisi Sosial, Ekonomi, budaya masyarakat Desa 

Kepanjen 

b. Mengetahui relasi sosial lingkungan masyarakat Desa Kepanjen 

c. Mengetahui lokasi beroperasinya Industri Tambak Modern di Desa 

Kepanjen 

2. Teknik Interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan dan mendalam dimana dua orang 
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atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau 

keterangan
111

. Wawancara dapat diartikan sebagai pengumpulan data 

dengan cara jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis 

dan berdasar pada rujukan penelitian. 

Dalam melaksanakan interview, peneliti akan melakukan 

penggabungan data model interview yang sudah akrab selama ini yaitu 

interview terstruktur (structured intervew) dan wawancara non struktur 

(unstruktured interview). Sedangkan untuk wawancara non-terstruktur 

(unstruktured interview) peneliti hanya berpijak pada satu fokus 

pertanyaan, dan pertanyaan lanjutan yang nantinya akan mengalir, 

bersamaan ketika melakukan wawancara dengan informan, tanpa harus 

terkungkung dengan pedoman wawancara. Sedangkan data informasi yang 

ingin dicapai dari Wawancara adalah: 

a. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya masyarakat Desa Kepanjen 

b. Relasi Sosio-lingkungan masyarakat Desa Kepanjen 

c. Pelanggaran norma hukum Industri Tambak udang Modern di Desa 

Kepanjen 

d. Mengetahui status pengelolaan dan pemanfaatan, pelaksanaan, hingga 

penegakan/penertiban hukum bagi pelanggar alih fungsi kawasan 

sempadan pantai di Desa Kepanjen. 

3. Dokumentasi. Pelaksanaan Observasi dan Wawancara akan lebih teruji 

kredibilitasnya jika  di dilengkapi dengan teknik dokumentasi yakni 
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catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
112

 Pada penelitian 

ini peneliti menggunakan  teknik dokumentasi untuk memperoleh data 

yang bersifat dokumentatif. data yang ingin diperoleh yakni : 

1. Histori Desa Kepanjen 

2. Letak Geografis Desa Kepanjen 

3. Kondisi Monografi  

4. Kondisi Demografi 

F. Analisa Data 

Analisa data disebut juga sebagai upaya pengolahan dan penafsiran 

data. analisis data adalah rangkain tela‟ah, pengelompokan sistematisasi, 

penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, 

akademis dan ilmiah. Kegiatan analisis tidak terpisah dari rangkain kegiatan 

hasil  wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola,  

memilih  mana  yang  penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan secara keseluruhan, jadi tujuan analisis ini untuk 

menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan.
113

 Secara operasional, teknik 

analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknis 

analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. 

Pertama, reduksi data sebagai suatu proses pemilihan, 

penyederhanaan, klasifikasi data kasar dari penggunaan alat pengumpulan 
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data dilapangan. Reduksi data sudah harus dilakukan sejak pengumpulan 

data. Yaitu dari hasil observasi dan wawancara peneliti memilih, 

menyederhanakan, dan mengklasifikasi data terkait. 

Kedua, penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan 

informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks 

yang mulanya terpisah menurut sumber informasi dan saat diperolehnya 

informasi tersebut yang selanjutnya data di klasifikasikan menurut pokok-

pokok permasalahan. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data lapangan 

yang telah dihasilkan melalui observasi maupun wawancara, dalam bentuk 

teks narasi terkait obyek penelitian 

Ketiga, menarik kesimpulan  berdasarkan reduksi, dan penyajian data 

yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Selaras dengan mekanisme logika 

pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dari hal-hal 

yang khusus (spesifik) sampai kepada rumusan yang sifatnya umum 

(general). 

Dalam Penelitian ini penulis mengguanakan UU No 5 Tahun 1960 

Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), UU No. 1 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Perpres No. 51 tahun 

2016, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1990 Tentang 

Pengelolaan Kawasan Lindung. Yang kelima, Peraturan Daerah (Perda) 

Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 sebagai pisau 

analisis. Agar lebih memudahkan dalam mengeksplorasi Undang-undang 
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tersebut maka peneliti menggunakan metode content analysis (analisis isi). 

Content analysis adalah tehnik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi 

yang dapat ditiru (replicabel)odan shahih data dengan memperhatikan 

konteknya. 

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk menyempitkan dan 

membatasi temuan-temuan hingga menjadi suatu data yang sistemik dan 

tersusun. Dalam analisis data ini, peneliti merujuk pada metode analisis yang 

integratif dan lebih konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, 

mengolah dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikasi 

dan relevansinya. 

G. Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang 

dihasilkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan 

ulang, baik sebelum dan sesudah data dianalisis. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Dan juga triangulasi metode yakni dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda
114

. 
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H. Tahap-Tahap Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi tiga tahapan yaitu: 

1. Tahap Persiapan/Research planning 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain: 

a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal 

sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode 

pengumpulan data 

b. Menentukan obyek penelitian di Desa Kepanjen, Kecamatan 

Gumukmas, Kabupaten Jember. 

c. Mengurus surat perizinan. 

d. Menjajaki dan menilai lapangan. 

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan/Data Coleccting 

a. Memasuki lapangan 

b. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan yang berkepentingan. 

c. Mengumpulkan data (Observasi,Interview,Dokumentasi) 

d. Menganalisa data 

3. Tahap Analisis Data 

Pada tahapan ini, peneliti menyusun kerangka laporan hasil 

penelitian, kemudian data dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya 

ilmiah yaitu berupa laporan penelitian dengan mengacu pada peraturan 

penulisan karya tulis ilmiah S1 yang berlaku di Universitas Islam Negeri 

(UIN) Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Secara geografis Kecamatan Gumukmas berada di sisi selatan 

Kabupaten Jember, Kecamatan Gumukmas terletak pada posisi 8037’55” 

Lintang Selatan dan 113.42812 Bujur Timur, yang sebagian wilayahnya 

berbatasan dengan Samudera Hindia. Gumukmas memiiki luas wilayah 81,41 

km2 atau sekitar 2,28 persen dari luas Kabupaten Jember. 

Secara administrasi kecamatan Gumukmas terbagi kedalam 8 desa, 

diantaranya Desa Mayangan, Desa Menampu, Desa Bagorejo, Desa 

Gumukmas, Desa Purwoasri, Desa Tembokrejo, Desa Karangrejo dan Desa 

Kepanjen yang memiliki wilayah paling luas diantara 7 desa lainnya dengan 

luas wilayah 14,78 km2 dimana sebagian besar wilayahnya terdapat di area 

pesisir laut selatan Kabupaten Jember.
115

 

Desa Gumukmas menempati urutan pertama kepadatan peduduk di 

Kecamatan Gumukmas, kepadatan penduduknya mencapai angka 14.768, hal 

ini salah satunya dipengaruhi oleh aktifitas perekonomian masyarakat 

Gumukmas yang terpusat di Desa Gumukmas, sedangkan Desa Kepanjen 

menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbayak, hal ini salah 

satunya dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayahnya yang notabene berada 

di wilayah pesisir dan juga hamparan sawah higga ladang yang begitu luas 

menjadi sangat potensial untuk sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. 
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Dan untuk jumlah penduduk terendah terdapat di desa Bagorejo dengan 

jumlah 7.172 penduduk. Jumlah penduduk Kecamatan Gumukmas 

berdasarkan jenis kelamin dapat penulis gambarkan sebagaimana berikut: 

                   Tabel 4.1  

    Jumlah Penduduk Kecamatan Gumukmas Berdasarkan 

                             Jenis Kelamin Tahun 2020 

 

No. 

 

Desa 

Jenis Kelamin 

Laki-

laki 

Perempua

n 
Jumlah 

1 Kepajen 5727 5596 11323 

2 Mayangan 5858 5822 11680 

3 Menampu 6368 6324 12692 

4 Bagorejo 3562 3610 7172 

5 Gumukmas 7389 7379 14768 

6 Purwoasri 4429 4378 8807 

7 Tembokrejo 5058 5057 10115 

8 Karangrejo 5724 5443 11167 

                  Sumber: KecamatanPuger dalam angka 2021 

1. Sejarah Desa Kepanjen 

Secara historikal kesejarahan, Desa Kepanjen dahulu termasuk bagian 

dari Desa Mayangan, Desa ini berdiri pada tahun 1988. Kemudian karena 

luas wilayah Desa Mayangan sangat luas sehingga demi  pemerataan 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat maka pada tahun 

1988 dilakukanlah pemekaran desa yang kemudian dinamai Kepanjen. 

Kepanjen sendiri merupakan kepanjangan dari tiga dusun di desa tersebut 

yaitu: Dusun Krajan, Dusun Panggul Mlati, dan Dusun Jeni. Meskipun 

telah berdiri pada tahun 1988, desa ini baru diakui secara definitif oleh 

pemerintah pada tahun 1995
116

. 
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Pada tahun 1999, baru diadakan pemilihan kepala desa untuk pertama 

kalinya dimana Bapak Sukamil terpilih menjadi kepala desa pertama dari 

Desa Kepanjen. Periode selanjutnya, pada tahun 2007 Desa Kepanjen 

dipimpin oleh Bapak H Syaiful Mahmud, sedangkan pada tahun 2013 

hingga 2019, Desa Kepanjen dipimpin oleh  Bapak H Buchory dan saat ini 

dipimpin Bapak Iskandar sebagai Plh Kepala Desa Kepanjen. 

Desa Kepanjen memiliki potensi ekonomi yang cukup besar 

untuk menunjang perekonomian masyarakat sekitar, mulai dari hasil laut 

yang melimpah hingga hasil pertanian yang subur. Hal tersebut ditandai 

dengan letak geografis Desa Kepanjen yang berada di wilayah pesisir 

selatan Kabupaten Jember, sehingga tumpuan ekonomi masyarakat sekitar 

berasal dari hasil bertani dan melaut. Selain itu hamparan pesisir laut 

selatan yang begitu luas juga menjadi daya tawar sendiri bagi para investor 

atau pemegang saham besar untuk membangun industri tambak modern. 

Oleh sebab itu sampai saat ini sudah terdapat puluhan tambak modern 

yang berdiri di pesisir laut selatan Jember khususnya di Desa Kepanjen 

Kecamatan Gumukmas. 

2. Kondisi Geografis Desa Kepanjen 

Secara  Geografis Desa Kepanjen berada di Kecamatan Gumukmas 

Kabupaten Jember, desa yang terletak dibagian pesisir selatan Gumukmas 

dengan kepadatan penduduk nomor 4 setelah Mayangan, Menampu dan 

Gumukmas, sebagian  besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan 

nelayan, karena memang potensi wilayahnya yang memiliki lahan yang 
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cukup subur dan juga dekat dengan pesisir laut selatan Jember. secara 

umum batas-batas administrasi Desa Kepanjen meliputi: 

1. Sebelah utara  : Desa Kraton, Kec. Kencong. 

2. Sebelah Timur  : Desa Mayangan, Kec. Gumukmas. 

3. Sebelah Selatan  : Samudra Indonesia. 

4. Sebelah Barat  : Paseban, Kec. Kencong. 

Desa Kepanjen memiliki luas wilayah 1.099.315 Ha/m2 (14,78 

km2), dengan prosentase terhadap luas kecamatan mencapai 18,16 km2 

merupakan desa terluas yang  berada di Kecamatan Gumukmas.
117

 Dari 

segi Topografi, Desa Kepanjen berada pada dataran rendah, pesisir, dan 

lembah subur, tempat ini selain dikenal hasil laut yang melimpah juga 

merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan pertanian 

seperti jagung, cabai, padi, buah semangka dan melon. Dari luasan  

wilayah diatas Desa Kepanjen terbagi  menjadi beberapa kawasan  yakni: 

1. Luas Pemukiman  : 461 Ha/m2 

2. Luas Persawahan  : 545.565 Ha/m2 

3. Luas Perkebunan  : - Ha/m2 

4. Luas Kuburan  : 1,5 Ha/m2 

5. Luas Pekarangan  : 91 Ha/m2 

6. Luas Taman  : - Ha/m2  

7. Perkantoran   : 0,250 Ha/m2 

8. Luas Prasana Umum lainnya : - Ha/m2 
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   Secara adminstrasi desa Kepanjen terdiri dari beberapa 

wilayah berupa persebaran yang terbagi menjadi 3 dusun  berikut data 

persebaran 3 Dusun di Desa Kepanjen. 

Table 4.2 

Persebaran Dusun Di Desa Kepanjen. 

 

No. 

 
Nama Dusun 

Jumlah 

RT RW 

1. Jeni 12 4 

2. Krajan 22 4 

 3. Panggul Mlati 13 3 

    Sumber Data: Desa Kepanjen 

Dari tabel 4.1 dan  4.2 dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk di 

Desa Kepanjen ada pada angka 11.323  dengan  rasio laju pertumbuhan 

penduduk 1,06
118

 ini merupakan desa ke 4 dengan penduduk terbanyak 

setelah Gumukmas, Menampu, Mayangan. Dan  pesebaran penduduk rata-

rata berada di Dusun Krajan dapat ditandai  dengan banyaknya wilayah 

administrasi RT/RW di dusun tersebut. 

3. Demografis Desa Kepanjen. 

Secara  umum  mayoritas penduduk Desa Kepanjen merupakan 

penduduk asli dan sisanya merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari 

penyebaran suku bangsa penduduk Desa Kepanjen terdapat dua suku 

mayoritas yaitu Jawa  dan Madura. Sesuai dengan sensus penduduk tahun 

2020 jumlah penduduk Desa Kepanjen sebanyak 87.724 jiwa  yang terdiri 

dari: 
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a. Laki-laki : 5.727 Jiwa 

b. Perempuan : 5.596 Jiwa 

c. Jumlah KK : 3.807 KK 

Sedangkan data terakhir yang diinput oleh pemerintah Desa 

Kepanjen pada tahun 2021 jika diklasifikasikan menurut usia dapat 

digambarkan sebagaimana berikut: 

Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk Desa Kepanjen menurut kelompok umur  

dan jenis kelamin. 

 

Kelompok 

Umur 

(Tahun) 

 

Laki-laki (L) 

Perempuan 

(P) 

 

L+P 

0-4 297 240 537 

5-9 432 408 840 

10-14 434 403 837 

15-19 455 439 894 

20-24 491 486 977 

25-29 431 448 879 

30-34 499 451 950 

35-39 475 506 981 

40-44 438 489 927 

45-49 444 527 971 

     50-54      469 401 870 

      55-59 336 359 695 

      60-64 246 204 450 

      65-69 187 143 330 

     70-74 166 133 299 

  75+ 141 132 273 

Jumlah  5,941 5,769      11,710 

Sumber Data: Desa Kepanjen
119
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B. Penyajian Data  

Dalam setiap praktek penelitian, penyajian data menjadi hal yang 

sangat penting, sebagai penguat serta penunjang kesempurnaan  hasil dari 

penelitiannya. Data yang diperoleh dari dalam penelitian nantinya akan 

dianalisis, sehingga data yang telah melalui penjaringan tersebut dapat 

menghasilkan sebuah konklusi yang berbobot. Sehubungan dengan hal itu, 

peneliti terus melakukan penggalian data berkenaan dengan Problematika alih 

fungsi Kawasan Sempadan Pantai oleh Industri Tambak Modern di Desa 

Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan menggunakan 

metode observasi dan wawancara guna mendapatkan data yang akurat serta 

objektif dari pihak yang bersangkutan secara langsung, sedangkan untuk 

menunjang keseimbangan antara metode Observasi dan Wawancara, peneliti 

juga menggunakan metode Dokumentasi. 

Ketiga metode tersebut dilakukan sampai data yang dihasilkan benar-

benar dinyatakan valid untuk dijadikan sebagai produk penelitian, metode-

metode yang digunakan untuk memperoleh suatu permasalahan yang terdapat 

di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember tentang 

Problematika alih fungsi Kawasan Sempadan Pantai oleh Industri Tambak 

Modern dengan menggunakan pisau analisis Undang-undang No 1 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 
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1. Pelaksanaan Tata Kelola Kawasan dan Pemanfaatan Sempadan 

Pantai di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember 

Secara umum Indonesia dikenal dengan Negara Agraris dan 

kepulauan, disebut Negara agraris karena Indonesia merupakan negara 

yang subur dan makmur dalam aspek pertanian, bisa dikatakan tumpuan 

sumber ekonominya berasal dari hasil pertanian yang melimpah, kemudian 

disebut Negara kepulauan karena hamparan wilayah pesisir yang begitu 

luas dengan garis pantai sepanjang 81.000 km2 disepanjang pesisir laut 

Indonesia menjadikannya kaya dengan sumberdaya laut yang melimpah, 

maka tak heran jika kemudian Indonesia tidak hanya makmur dari sember 

daya alamnya melainkan juga kaya dari sumber daya lautnya.  

Masyarakat di wilayah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan 

hingga kini masih menjadi salah satu produsen yang berkontribusi besar 

dalam menyuplai kebutuhan konsumsi ikan dimasyarakat, maka dari itu 

keberadaan mereka perlu mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah 

berupa jaminan harga pasar, akses ruang terbuka ke laut, distribusi hingga 

perlindungan dalam bentuk undang-undang agar kemaslahatan dan taraf 

hidup kesejahteraan mereka terjamin.  

Kesejahteraan Nelayan ini tidak bisa dilepaskan dari peran strategis 

fungsi pemerintah dalam mengatur dan mengelola kawasan pesisir laut 

Indonesia, misalkan pesisir selatan Desa Kepanjen Jember yang selama ini 

belum dikelola dengan baik oleh pemerintah, khususnya pada kawasan 

sempadan pantainya. Kawasan Pesisir memiliki peranan serta fungsi 
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strategis bagi pemasukan daerah serta penopang kesejahteraan hidup 

masyarakat sekitar. 

Tumpang tindih Pengelolaan kawasan pesisir yang meliputi garis 

pantai hingga kawasan Sempadan pantai di Desa Kepanjen masih terus 

terjadi hingga hari ini. Alih fungsi kawasan sempadan pantai yang 

dilakukan oleh pelaku Industri tambak Modern menimbulkan beberapa 

gejala yang merugikan masyarakat sekitar. Pasalnya, pembangunan 

industri yang berdiri disepanjang kawasan sempadan pantai menutup 

sebagian besar akses bagi masyarakat yang hendak melakukan aktifitas di 

pantai, khususnya bagi para nelayan yang aktivitas kesehariannya adalah 

mencari ikan dilaut. 

Hal ini disebabkan oleh lemahnya peran pemeritah dalam mengatur 

pengelolaan dan pemanfaatan kawasan sempadan pantai. Sehingga yang 

terjadi adalah menjamurnya Industri tambak modern yang sama sekali 

tidak berpengaruh pada ekonomi masyarakat sekitar. 

Sempadan pantai Kepanjen selama ini dimanfaatkan oleh 

masyarakat sekitar untuk keperluan aktifitas mencari ikan di laut hingga 

sandaran Perahu Nelayan. Oleh karena itu keberadaan kawasan sempadan 

pantai sangat berarti bagi masyarakat Kepanjen yang umumya berprofesi 

sebagai nelayan, karena memang tumpuan ekonominya adalah dari malaut 

alias menjadi nelayan, selain dimanfaatkan sebagai sandaran perahu, 

sebagian sempadan pantai lainnya juga dijadikan sebagai tempat 

pariwisata Pantai, hingga saat ini sudah ada dua pantai yang berada disana 
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yaitu Pantai Cemara dan Pantai Tawang Samudra, hanya saja belum 

dikelola secara optimal. 

Operasional pemanfaatan yang dilakukan selama ini masih bersifat 

serampangan, siapapun boleh memanfaatkannya termasuk menguasai 

dengan tanpa izin yang sah, seperti digunakan untuk membangun Industri 

Tambak Modern, sandaran perahu para nelayan dan di jadikan beberapa 

tempat pariwasata. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Iskandar, Kasie 

Pelayanan Kepala Desa Kepanjen : 

“Desa Kepanjen dari sisi selatan berhadapan langsung dengan 

Samudra Hindia, menyebabkan Desa ini memiliki garis pantai 

sepanjang 15 km. Kondisi geografis ini yang menjadikan pesisir 

Desa Kepanjen sangat potensi untuk dijadikan sebagai obyek 

wisata hingga pusat perikanan. Selain itu, masyarakat sekitar juga 

memanfaatkan luas dan panjang pesisir pantai sebagai tempat 

untuk aktivitas mencari ikan di laut. Karena memang tumpuan 

ekonomi masyarakat sekitar 40% berasal dari hasil melaut, dan 

30% bertani dan 30% lainnya berasal dari buruh pabrik, 

wiraswasta, kuli bangunan dan yang lainnya. Sehingga bila dilihat 

dari Prosentase tersebut, rata-rata mata pencaharian masyarakat di 

desa Kepanjen berasal dari hasil melaut dan bertani. Maka menjadi 

penting aturan pemanfaatan dan tata kelola kawasan di desa 

kepanjen ini. Namun pada faktanya, aturan terkait pemanfaatan dan 

tata kelola kawasan secara spesifik belum di atur oleh pemerintah 

daerah, sehingga hal ini berdampak pada tumpang tindih pola 

penguasaan lahan yang berakibat pada harmonisasi hubungan antar 

masyarakat. Pemerintah Desa sendiri dalam hal ini tidak 

mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengelolanya, karena 

sepenuhnya wewenang berada di pemerintah daerah”. 

 

Keberadaan aturan tentang pemanfaatan dan tata kelola kawasan 

sempadan pantai menjadi penting, sebab dengan aturan tersebut akan 

mengakomodir berbagai kepentingan dilapisan masyarakat, khususnya 

pada masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Pemerintah Desa sebagai 

pejabat struktural yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak 
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mempunyai kebijakan dalam memberikan kebijakan pemberian izin 

pengelolaan, hingga pemanfaatan sempadan pantai. Seperti keterangan 

yang disampaikan oleh Iskandar, Kasie Pelayanan Desa Kepanjen: 

“Sempadan pantai merupakan milik Negara, siapapun boleh untuk 

memanfaatkan seperti berwisata dan beraktivitas sepanjang tidak 

merusak fungsi dan ekosistem pantai, artinya kawasan itu boleh 

digunakan oleh siapapun termasuk oleh nelayan dalam mencari 

ikan di laut dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan dalam hal 

pengelolaan serta pemanfaatannya secara menetap harus memiliki 

izin kelola dari Pemerintah Daerah, misalnya pembangunan 

industri tambak modern yang berada di sepanjang sempadan pantai 

Kepanjen tersebut, seluruhnya yang berhak memberikan izin 

hingga penertiban adalah pemerintah daerah, kita hanya sebatas 

mengetahui saja. Maka jangan heran jika selama ini pemerintah 

desa terkesan abai dan diam dalam menanggapi pembangunan 

industri tersebut,”
120

 

 

Akibat dari tidak tegasnya tata kelola kawasan pesisir khususnya 

Sempadan Pantai Kepanjen, masyarakat sering bersitegang dengan 

pengelola Indutri tambak menuntut agar industrinya ditutup, sebab 

masyarakat mengkalaim bahwa dengan kehadiran tambak-tambak tersebut 

telah menutup sebagian besar akses Nelayan dalam mencari ikan di laut. 

Jamil, tokoh masyarakat Desa Kepanjen mengatakan: 

“Benar demikian, bahwa Kawasan Sempadan Pantai disini belum 

dikelola dengan baik, terbukti dengan banyaknya aktivitas 

masyarakat hingga pelaku industri yang tidak memperhatikan 

keberlangsungan ekosisten kawasan pesisir, misalnya pelanggaran 

izin pengelolaan oleh pelaku industri tambak modern. Hingga saat 

ini saja, sudah ada sekitar 9 tambak modern baru yang 

mengatasnamakan Perkumpulan Pertambakan Rakyat (PPR), 

kemunculan tambak-tambak modern tersebut semakin masif, 

seiring lemahnya kontrol serta peran dari pemerintah daerah dan 

teguran dari Pemerintah Desa sendiri. Terakhir pada 2 September 

2022 lalu, David Handoko Sekertaris Komisi B DPRD Kabupaten 

Jember melakukan pemasangan patok-patok pelarangan aktivitas 
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industri tambak modern, namun hingga hari ini belum ada sikap 

tegas pemerintah berupa penutupan industri. Selama industri 

tersebut masih beroperasi, masyarakat akan terus bersitegang, 

karena, mereka menganggap industri tersebut telah merugikan 

keberlangsungan nasib para Nelayan. Nelayan terancam tidak 

memiliki sandaran perahu, serta berkurangnya hasil tangkapan laut, 

sebab limbah yang dibuang ke laut mengakibatkan hasil tangkapan 

ikan menurun,”
121

 

 

Kondisi ini yang menyebabkan masyarakat di desa Kepanjen terus 

mengalami ancaman kerugian materil, baik dari sisi pertanian maupun 

produksi perikanan.  

Seperti ditegaskan oleh Jamil, Tokoh Masyarakat di Desa Kepanjen: 

“Bertani dan Melaut merupakan dua sumber tumpuan ekonomi 

masyarakat Kepanjen, karena dengan demikianlah mereka dapat 

memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga dan kebutuhan 

hidup lainnya. Dulu, saat kondisi air di muara masih bagus, 

masyarakat disini masih sering mencari udang disana, dalam sekali 

tangkap hasilnya lumayan banyak bisa dapat 5 sampai 10 kilo,  jika 

diuangkan berkisar 80 sampai 100 ribu rupiah. Saat ini kondisinya 

sudah nihil alias sudah tidak ada, sebab kondisi air yang sebagian 

sudah tercemari oleh limbah industri tambak modren. Awal 

pertama kali industri tambak modern masuk sekitar tahun 1997, 

tambak modern dulu masih ramah lingkungan, limbah industri itu 

tidak dibuang kelaut melainkan dibiarkan mengendap ke tanah, 

sehingga keberlangsungan ekosistem biota laut dan sungai masih 

banyak dan terjaga. Berbeda dengan sekarang dimana tambak 

modern sudah menggunakan lapisan beton hingga terpal 

dibawahnya, sehingga kotoran atau limbah industri tidak bisa 

mengendap melainkan harus dibuang kesungai atau laut. Hal ini 

berdampak pada kerusakan tanaman petani dan berkurangnya hasil 

tangkapan ikan para nelayan,”
122

 

 

Hal ini dipertegas oleh Sucipto, salah satu Nelayan di Desa 

Kepanjen: 

“Bekerja sebagai nelayan ini saya lakukan secara turun temurun 

oleh keluarga saya, profesi sebagai nelayan ini sangat cukup untuk 
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memenuhi kebutuhan keluarga, terbukti dari melaut ini saya 

mampu menyekolahkan ke 3 anak saya. Namun masalah yang 

dihadapi nelayan saat ini yaitu kehadiran puluhan industri tambak 

modern, karena ini sangat mengurangi hasil tangkapan ikan, kalau 

dulu kita berangkat jam 5 pagi, jam 11 siang kita sudah pulang, 

berbeda dengan sekarang jam 5 pagi kita berangkat baru pulang 

jam 3 atau 4 sore. Hal ini tidak lain karena disebabkan oleh limbah 

industri yang dibuang kesungai dan laut tidak melalui penggunaan 

IPAL yang baik, sehingga cairan kimiawi yang dibuang kelaut 

mempengaruhi kualitas kejernihan air laut. kita sudah beberapa 

kali melakukan protes kepada pemerintah setempat hingga 

beberapa kali melakukan audiensi dengan Bupati dan DPRD agar 

tambak tersebut ditutup, namun hingga hari ini belum ada tindakan 

tegas dari pemerintah ”
123

 

 

Keberadaan kawasan sempadan pantai sangat mempengaruhi 

kelancaran aktifitas kegiatan melaut, sebagaimana diketahui salah satu 

fungsi dan pemanfaatan kawasan sempadan pantai bagi Nelayan 

dintaranya sebagai sandaran perahu. Seperti yang disampaikan oleh 

Sucipto, Nelayan di Desa Kepanjen: 

“Kawasan sempadan pantai sendiri sangat penting bagi kami. 

Keberadaannya mempengaruhi kelancaran aktifitas para nelayan 

disini, selain digunakan sebagai kegiatan masyarakat secara umum 

seperti pariwisata dan kegiatan lainnya, sempadan pantai 

digunakan sebagai tempat sandaran perahu oleh para nelayan. Kita 

tidak membayangkan jika tidak mempunyai sandaran perahu, 

selain berfungsi sebagai tempat parkir perahu kami, sempadan 

pantai ini juga sebagai tempat segala aktifitas melaut, mulai dari 

berangkat, pulang, tempat transaksi dan yang lainnya. Pernah suatu 

waktu kita ditegur oleh salah seorang pengelola tambak PPR CV 

Pasti Mesra, waktu itu ketepatan kondisi air laut sedang pasang, 

sehingga nelayan menyandarkan perahunya lebih keatas dan 

berada persis disamping perusahaan. Kita jelas protes, karena kita 

merasa ini wilayah umum dan kita sudah lama disini,”
124

 

 

Kawasan sempadan Pantai merupakan milik publik dan tidak boleh 

diprivatisasi oleh perorangan apalagi sampai merusak ekosistem fungsi 
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pantai, sebab pemanfaatannya memang diperuntukan untuk masyarakat 

umum, maka dari itu bila terjadi privatisasi ruang publik dengan cara 

pembangunan infrastruktur Industri maupun lainnya yang tidak 

berorientasi pada kelangsungan pemeliharaan kawasan dan melanggar 

undang-undang maka wajib untuk segera dilakukan penertiban, seperti 

pembangunan industri tambak modern, restoran dan perhotelan yang tidak 

berorientasi pada pemanfaatan jangka panjang apalagi sampai merusak 

kelestrian lingkungan. 

Soeparno, salah satu Petani di Desa Kepanjen mengatakan: 

“Bagi saya bertani adalah tulang punggung negara, karena dengan 

demikian, saya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarga, melainkan juga menjaga hubungan baik dengan alam 

dengan cara me-nandur-nya. Dalam satu tahun saya bisa 

melakukan 3 kali panen dengan komoditas tanaman yang berbeda, 

mulai dari padi, jagung hingga cabai. Dari hasil bertani tersebut 

saya mampu menghidupi keluarga saya. Namun dengan kondisi 

lahan yang berdampingan dengan industri tambak modern 

membuat tanaman saya tidak subur, terlebih pada musim kemarau. 

hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, yang pertama, 

disebabkan oleh pengairan air sungai yang sudah tercemari limbah 

perusahaan, yang kedua, disebabkan oleh hempasan kincir air 

tambak Modern yang terbawa angin hingga sampai ditanaman 

masyarakat sehingga membuatnya tidak subur bahkan ada yang 

mati,”
125

 

 

Berdasarkan dari sample data wawancara dengan Pemerintah Desa, 

tokoh masyarakat hingga ke beberapa nelayan dan petani, Penulis 

berpendapat bahwa, Tata Kelola dan Pemanfaatan kawasan Desa 

Kepanjen belum dilakukan secara optimal, hal ini bisa dilihat dari 

kontruksi bangunan ekonomi masyarakat yang notabene bekerja sebagai 

Nelayan dan Petani belum sepenuhnya sejahtera dan makmur. Sebab 
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hingga hari ini mereka belum mendapatkan fasilitas berupa jaminan 

produksi, hingga akses pemanfaatan kawasan sempadan pantai  secara adil 

dan berkelanjutan. 

Belum lagi, akses untuk melakukan pemanfaatan sempadan pantai 

Kepanjen masyarakat seringkali masih bersitegang dengan pemilik 

Industri Tambak Modern. Hal ini  disebabkan oleh tumpang tindih 

penguasaan sempadan pantai yang menghalangi pemanfaatan kawasan 

publik secara mutlak, sehingga akses nelayan dalam melakukan aktifitas di 

sempadan Pantai semakin sempit dan terbatas.  

Selain itu, Pemerintah Desa selaku struktur pejabat yang 

bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak mempunyai andil dalam 

menentukan izin penguasaan pengelolaan, pemanfaatan hingga penertiban, 

karena seluruhnya hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan 

pemanfaatan menjadi wewenang pemerintah daerah. 

2. Problematika Tata Kelola Kawasan dan pemanfaatan Sempadan 

Pantai di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember 

Tata kelola serta pemanfaatan kawasan sempadan pantai menjadi 

sangat penting bagi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat yang adil 

dan merata, hal ini agar kemudian tidak terjadi tumpang tindih dalam 

setiap pengambilan kebijakan dan pemanfaatannya, baik antar lembaga, 

maupun antar masyarakat dengan pemerintah. Dan yang terpenting adalah 

memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat 

kemakmuran masyarakat pesisir. 

Mengenai pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, dalam Pasal 16 

dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan 
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Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dinyatakan bahwa “Setiap orang 

yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir secara 

menetap wajib memiliki izin lokasi yang nantinya digunakan sebagai dasar 

pemberian izin pengelolaan. Izin lokasi itu sendiri harus diberikan 

berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dengan wajib 

mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir, masyarakat, nelayan 

tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing”. 

Dilihat dari kacamata ekologi, konsep perizinan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil jelas sangat pro-lingkungan, namun dalam proses 

penerapannya terdapat kondisi yang jauh dari harapan, dimana masih 

banyak ditemukan pelanggaran terutama dalam proses pengelolaan serta 

pemanfaatannya, misalnya pembangunan industri tambak modern hingga 

lokasi pendirian perusahaan yang berada di kawasan sempadan pantai, 

padahal apabila menurut Pasal 25 Perpres No. 51 Tahun 2016 menyatakan 

bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan batas sempadan pantai 

paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Perpres tersebut diundangkan. 

Adapun tujuan penetapan batas sempadan sebagaimana Pasal 4 

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai 

adalah untuk melindungi dan menjaga: 1) kelestarian fungsi ekosistem dan 

segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 2) 

kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari 

ancaman bencana alam, 3) alokasi ruang untuk akses publik melewati 
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pantai dan 4) alokasi ruang untuk saluran air dan limbah. Berdasarkan hal 

tersebut penulis melakukan wawancara langsung dengan Kasie Pelayanan 

Desa Kepanjen bapak Iskandar, beliau memberikan penjelasan sebagai 

berikut: 

“Kepanjen memiliki luasan sawah yang terhampar dari ujung timur 

Dusun Jeni sampai ke ujung barat Dusun Panggul Mlati, total 

luasan lahan sawah yang terhampar sekitar 545.565 Ha/m2 dengan 

total jumlah penduduk 11.710 Jiwa, sedangkan desa Kepanjen 

yang berbatasan langsung dengan samudera hindia menyebabkan 

desa ini memiliki garis pantai yang cukup panjang yaitu 15 km. 

Dengan kondisi demikian masyarakat desa Kepanjen 

menggantungkan kehidupannya dengan bertani dan melaut. 

Nelayan memanfaatkan kawasan sempadan pantai dalam aktivitas 

kesehariannya dalam mencari ikan di laut. Namun dalam 10 tahun 

terakhir ini masyarakat Kepanjen banyak yang mengeluhkan 

menjamurnya industri tambak udang modern. Tambak modern 

mulai masuk sekitar tahun 1997, di awali PT Anugrah Tanjung 

Gumukmas (ATG) PT Delta Guna Sukses (DGS), baru setelah itu 

di ikuti oleh beberapa tambak modern lain yang saat ini menjamur 

disepanjang kawasan sempadan pantai Kepanjen, saat ini 

jumlahnya mencapai 30 lebih tambak, sebagian memang memiliki 

izin, tapi sebagian besar lainnya ilegal. Dari tahun ketahun, 

pembangunan industri tambak modern semakin menjamur 

disepanjang kawasan sempadan pantai. Kalau panjennengan nanti 

lewat Jalan Lintas Selatan (JLS), pantai itu sudah hampir tidak 

terlihat lagi, karena sudah terhalang oleh bangunan industri yang 

berada disepanjang pesisir selatan Desa Kepanjen. hal tersebut 

sangat berdampak terhadap hasil pendapatan nelayan dan petani, 

sebab limbah yang dibuang kelaut dan sungai menyebabkan hasil 

tangkapan ikan menurun dan kondisi tanaman rusak, kondisi ini 

sangat merugikan warga saya. Disisi lain kami tidak bisa berbuat 

banyak sebab pemerintah desa dalam hal ini tidak mempunyai 

wewenang.”
126

 

 

Keterangan tersebut diperkuat oleh Muhammad Nur Wahid aktivis 

lingkungan Lembaga Pendidikan Rakyat untuk Kedaulatan Sumber-

Sumber Agraria (LPR-KuaSA): 
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“Kehadiran industri tambak modern telah mengancam 134 hektar 

lahan tambak tradisional yang dikelola oleh masyarakat dan 

mengancam sekitar 150 hektar lahan pertanian (sawah) yang 

disebabkan pencemaran limbah. Selain itu, nelayan juga terancam 

kehilangan tempat sandar perahu akibat privatisasi wilayah pesisir 

oleh perusahaan. Laut yang tercemar limbah juga mengakibatkan 

penurunan hasil tangkapan nelayan, karena ikan-ikan yang dulu 

mudah didapatkan ditepian kini semakin jauh ketengah, itu artinya 

biaya produksi untuk BBM juga bertambah. Hal ini terjadi sebab 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang buruk sehingga 

menyebabkan pencemaran pada air sungai dan laut. Padahal dalam 

perda Kabupaten Jember No 1 Tahun 2015 tentang RTRW Tahun 

2015-2035 dengan tegas melarang semua kegiatan budidaya yang 

mengganggu bentang alam, berdampak buruk terhadap fungsi 

pantai dan mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai 

dan dilarang semua kegiatan yang mengancam fungsi konservasi 

pantai. Kawasan sempadan pantai memiliki fungsi lindung serta 

nilai ekologis sebagai daya tarik wisata dan penelitian. Tercatat ada 

sekitar 12 nama industri tambak modern di wilayah pesisir selatan 

Jember yang 4 diantaranya memiliki konsesi diatas 9 hektar, yakni 

PT Delta Guna Sukses memiliki kurang lebih 71 hektar, PT 

Anugrah Tanjung Gumukmas memiliki kurang lebih 17 hektar, PT 

Windu Marina Sukses memiliki 13 hektar, dan PT Pandawa lima 

yang memiliki kurang lebih 9,7 Hektar tambak. Jumlah ini belum 

terhitung Tambak Modern yang mengatasnamakan Perkumpulan 

Pertambakan Rakyat (PPR) yang tidak lain perkumpulan itu dibuat 

utuk mensiasati keberadannya agar mendapatkan legalitas 

pendirian tanpa izin dari pemerintah daerah atau provinsi, dan saat 

ini jumlahnya sudah lebih dari 9 tambak,”
127

 

 

Keterangan ini juga diperkuat oleh Jamil, Tokoh Masyarakat di 

Desa Kepanjen: 

“Dahulu, sebelum masuknya industri Tambak Modern, sepanjang 

kawasan sempadan Pantai dipenuhi oleh pepohanan liar dan semak 

blukar, karena memang masih belum terkelola dan dimanfaatkan 

secara maksimal oleh Pemdes maupun masyarakat sekitar. 

Akhirnya, selain dimanfaatkan sebagai sandaran perahu dan 

dijadikan tempat transaksi pelelangan ikan secara mandiri oleh 

nelayan juga dimanfaatkan sebagai wisata pantai. Sampai saat ini 

sudah ada 2 pantai yang dikelola gotong royong oleh masyarakat 

yaitu Pantai Cemara dan pantai Tawang Samudra, 2 pantai ini 
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masih dikelola oleh masyarakat hingga saat ini, namun karena 

tidak mendapatkan perhatian baik dari Pemdes maupun Pemda, 

pengelolaan 2 pantai tersebut masih belum optimal. Sedangkan 

pada sisi yang lain, pembangunan industri tambak modren yang 

mengatasnakan PPR juga semakin menjamur disepanjang kawasan 

sempadan pantai Kepanjen, hal ini berbanding terbalik dengan 

minimnya pembangunan pariwisata pantai yang justru lebih 

menjaga ekosistem pantai. Keberadaan indutri tambak modern juga 

tidak memberikan dampak perubahan yang signifikan baik pada 

perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitar, 

terbukti yang bekerja sebagai buruh tambak modern bisa dihitung 

jari dan mayoritas berasal dari luar daerah seperti Sumatera 

Selatan, Situbondo, Probolinggo dan beberapa daerah lainnya,”
128

 

 

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Sucipto, Nelayan 

Desa Kepanjen: 

“Keberatan dari para nelayan itu cuma dari limbah saja mas, 

karena memang dampaknya sangat dirasakan betul oleh kita-kita 

ini, kalau dulu kita sangat gampang mendapatkan ikan diperairan 

dangkal, saat ini untung-untungan, kadang dapat banyak kadang ya 

sedikit, terlebih pada saat mereka (industri) membuang limbahnya 

kelaut, maka otomatis ikan semakin ketengah dan hasil 

tangkapannya sedikit. Selain karena limbah yang dibuang ke laut 

juga posisi industri tambak modern yang berjejer disepanjang 

sempadan pantai ini kadang menyulitkan aktifitas para nelayan, 

terlebih pada saat air laut sedang pasang, karena kita harus mencari 

sempadan pantai yang kosong, sedangkan tidak semua sempadan 

pantai bisa dibuat untuk menyandarkan perahu. Kita juga sering 

cekcok dengan orang perusahaan karena masalah sandaran perahu 

ini yang mereka anggap berada diwilayah perusahaan 

industrinya”
129

 

 

Disisi yang lain, Masghun, salah satu pemilik Industri Tambak 

Modern atau Owner dari CV Pasti Mesra yang juga tergabung dalam PPR 

memberikan keterangan yang berbeda: 

“Kita mempunyai luasan tambak 10.000 meter persegi, dan baru 

beroperasi pada bulan Desember 2021, sedangkan perizinannya 

masih dalam tahap proses pengurusan. Limbah tambak itu tidak 

                                                 
128

 Jamil, Tokoh Masyarakat Desa kepanjen, Wawancara 01 November 2022 
129

 Sucipto, Nelayan Desa Kepanjen, Wawancara Selasa 01 November 2022. 



  

 

 

101 

bisa disamakan dengan limbah industri lainnya, misalkan saya 

panen kemudian limbahnya kita buang ke laut itu justru banyak 

proteinnya, sehingga banyak ikan-ikan di laut yang justru merapat 

ke pembuangan limbah tadi, jadi itu bukan limbah melainkan 

kotoran dari tambak udang modern, jadi kalau memang limbah itu 

mengandung cairan kimiawi ya pastinya udang yang ditambak saya 

itu mati, tapi kan ini enggak. Kehadiran tambak modern banyak 

memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar, karena 1, 

penerangan lampu jalan dimalam hari cukup terbantu oleh lampu-

lampu tambak tersebut, yang kedua dalam setiap kali panen udang, 

kita selalu berbagi dengan masyarakat sekitar, yang ketiga, 

perekonomian masyarakat sekitar terangkat sebab masuknya 

orang-orang diluar Jember, kemudian kehadiran tambak juga akan 

menyerap tenaga pekerja dari masyarakat sekitar. Berkaitan dengan 

lokasi industri yang berada di kawasan sempadan pantai kita 

mengguanakan azas kebermanfatan, dari dulu kan kawasan 

disepanjang sempadan pantai ini berupa hutan tidak terkelola, 

maka dari itu pembangunan industri ini berdasarkan azas 

kebermanfaatan, jadi daripada terbengkalai lebih baik dikelola,”
130

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Narasumber diatas, 

Penulis berpendapat bahwa, banyaknya permasalahan yang terjadi di 

kawasan sempadan pantai yang ditenggarai oleh tumpang tindih 

penguasaan pemanfaatan melalui alih fungsi kawasan sempadan pantai 

menjadi kawasan industri tambak modern, sehingga masyarakat Kepanjen 

yang kesehariannya berprofesi sebagai Nelayan mengeluhkan terjadinya 

penenyempitan akses sempadan pantai dalam mencari ikan di laut. 

Nelayan juga terancam rugi sebab limbah yang yang dibuang ke laut 

mengakibatkan menurunnya hasil tangkapan ikan. Karena ikan-ikan yang 

dulu mudah didapat ditepian kini semakin jauh ketengah, itu artinya biaya 

produksi untuk BBM juga bertambah. Ditambah dengan lemahnya 

penegakan instrumen hukum baik dalam proses perizinan, tekhni proses 
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alih fungsi hingga penertiban tata kelola kawasan sempadan pantai sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Ditenggarai dengan koordinasi yang kurang 

baik antara masyarakat dengan Pemerintah Desa maupun Daerah, juga 

tidak adanya sosialisasi serta keterlibatan aktif masyarakat pada proses 

alih fungsi dan pemanfaatan sehingga menyebabkan pemanfaatan kawasan 

sempadan Pantai Kepanjen tidak terkelola dengan baik. 

3. Sistem tata Kelola Kawasan dan pemanfaatan Sempadan Pantai 

Kedepan di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten 

Jember 

Indonesia telah diakui dunia internasional sebagai negara 

kepulauan terbesar di dunia. namun demikian, pembangunan bidang 

kelautan dan perikanan hingga saat ini masih jauh panggang dari api. 

Padahal wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan kepulauan Indonesia 

tersimpan potensi yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara 

optimal. Secara perlahan hampir disetiap provinsi di indonesia memiliki 

rencana pengelolaan kawasan laut (tata ruang laut) yang disebut dengan 

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3) sejak 

tahun 2014. 

Dengan rencana ini bukan tidak mungkin sektor wilayah pesisir 

dan laut memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu penopang 

ekonomi indonesia dimasa depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 

disektor wilayah pesisir yang semakin berkembang akan membawa 

berbagai masalah baru yang justru menimbulkan kerusakan sumber daya 
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alam dan pencemaran lingkungan. Kebijakan pembangunan wilayah 

pesisir selama ini cendrung sektoral, dan pemerintah daerah terkesan 

masih belum mampu mempraktekkan pembangunan ekonomi yang pro 

lingkungan, terbukti dengan masuknya industri tambak udang modern di 

kawasan pesisir selatan Kabupaten Jember membawa dampak kerusakan 

lingkungan berupa hilangnya gumuk pasir, fungsi pantai dan pencemaran 

limbah industri tambak yang dibuang kesungai dan laut. 

Penguasaan oleh masyarakat di wilayah pesisir dan sempadan 

pantai seringkali menyebabkan konflik. Hal ini dikarenakan tanah di 

wilayah pesisir yang umumnya adalah tanah dengan status hak milik 

negara atau dikuasai oleh negara. masyarakat hanya menguasai secara fisik 

secara turun temurun, sehingga menyebabkan ketidakjelasan status 

penguasaan dan suatu kepastian hukum bagi mereka. Begitu pula dengan 

penguasaan tanah sempadan pantai yang dilakukan oleh masyarakat 

setempat menjadi tidak jelas statusnya karena adanya aturan mengenai 

sempadan pantai harus terbebas dari bangunan, kecuali bangunan 

penunjang kegiatan rekreasi pantai, pelabuhan, bandar udara, dan 

pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional. 

Dampak dari permasalahan tersebut tentunya akan mempengaruhi 

aktivitas sosial ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan pantai sebagai 
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sumber kehidupan dan penghidupan mereka, termasuk kepastian hukum 

diatasnya yang menimbulkan potensi konflik penguasaan pemilikan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dengan demikian sangat diperlukan 

akan adanya peranan hukum dalam bentuk pengaturan oleh negara. 

Pengaturan yang dimaksud dalam hal ini meliputi pengelolaan, 

pemanfaatan penguasaan, serta pemeliharaannya sehingga terstruktur dan 

sistimatis. Iskandar, Kasie Pelayanan Desa Kepanjen mengatakan: 

“Penguasaan Kawasan sempadan Pantai dimiliki secara turun 

temurun oleh masyarakat sekitar, mereka hanya mempunyai hak 

guna atas tanah milik negara tersebut, sebagian ada yang 

megelolanya dan ditanami buah-buahan, dan sebagian yang lain 

dibiarkan begitu saja tanpa adanya pemanfaatan. Lalu, sejak 

masuknya industri tambak udang modern banyak tawaran dari para 

investor yang ingin menguasai lahan tersebut untuk dikelola dan 

dimanfaatkan menjadi industri tambak modern. Harga lahan 

dikawasan sempadan tersebut bervariasi mulai dari 100 sampai 200 

juta tergantung luasan lahannya, padahal dahulu harga lahan 

diwilayah tersebut tidak seberapa mahal, namun karena masyarakat 

megetahui kalau dilahan tersebut akan dibangun industri tambak 

udang modern mereka menjualnya dengan harga mahal. Namun, 

disisi yang lain sebagian masyarkat merasa menyesal telah menjual 

manfaat lahan tersebut kepada investor. Sebab, dengan hadirnya 

industri tersebut banyak dari mereka yang dirugikan sebab limbah 

yang dibuang kesungai dan laut telah menyebabkan kerugian dari 

aspek ekonomi dan lingkungan. masyarakat sekitar saat ini sering 

bersitegang dengan pemilik perusahaan menuntut agar tambak 

tersebut ditutup. Disisi lain Pemerintah Desa tidak bisa berbuat 

banyak, sebab wewenang menertibkan berada di Pemerintah 

Daerah. Namun dalam beberapa kali pembahasan, Pemerintah 

Desa Kepanjen telah mengusulkan agar Pemdes turut membuat 

peraturan desa terkait perizinan pembangunan, pengelolaan hingga 

penertiban agar diserahkan kepada desa sehingga peran Pemdes 

dalam mengontrol dan memantau kondisi dan aktifitas masyarakat 

dan pembangunan di desanya dapat di awasai secara baik dan 

optimal, serta dapat menjamin perlindungan hukum bagi 

warganya,”
131
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Hal serupa juga ditegaskan oleh warga Desa Kepanjen, Amiruddin 

yang juga Aktivis PC PMII Jember Bidang Gerakan dan Lpr-KuaSA: 

“Memang benar adanya, kalau pemerintah desa tidak bisa berbuat 

banyak terkait perizinan dan penertiban industri tambak modern. 

Pada tahun 2015 pemerintah desa kepanjen pernah menginisiasi 

untuk melakukan mediasi terkait tuntutan masyarakat untuk 

menutup industri, waktu itu pada hari jum’at tanggal 16 januari 

2015 bertempat dipendopo balai desa Kepanjen mengadakan 

musyawarah terkait penolakan keberadan industri tambak modern 

yang berada disepanjang kawasan sempada pantai, dalam 

musyawaroh tersebut turut pula dihadiri setidaknya 5 tokoh 

masyarakat Desa Kepanjen, Camat Gumukmas bapak Drs. 

Iswandi, M.Si, ketua BPD bapak Miskat, kepala Desa Kepanjen H 

Buchory, anggota DPRD Jember bapak Nurhasan dan Kapolsek 

Gumukmas AKP Bambang Sugiharto, S.H dan beberapa 

perwakilan dari Pelaku tambak, dalam pertemuan tersebut mereka 

menyepakati untuk menutup tambak dengan beberapa 

pertimbangan, diantaranya dengan hadirnya industri tambak 

tersebut elah mempersempit akses nelayan dalam mencari ikan di 

laut, menutup akses publik dalam melakukan aktivitas di pantai, 

sehingga mereka menyarankan untuk menutup tambak tersebut, 

namun sejak musyawaroh itu dilakukan hingga hari ini belum ada 

tindak lanjutnya, justru pembangunan tambak modern yang 

mengatasnamakan Pertambakan Rakyat semakin masif dan 

menjamur berdiri disepanjang Sempadan pantai. Hingga hari ini 

belum ada tindakan konkret dari pemerintah daerah untuk segera 

menertibkan tambak-tambak tersebut, hanya ada beberapa kali 

inpeksi dari Komisi B DPRD jember, namun hingga hari ini belum 

ada sikap tegas. Kita hanya menyarankan agar segera dilakukan 

penertiban sebab kondisi ini selain mengganggu aktifitas para 

nelayan juga jelas melanggar undang-undang,”
132

 

 

Muhammad Nur Wahid, Aktivis LPR-KuaSA mengatakan: 

Pemerintah dalam hal ini harus bersikap tegas dalam menertibkan 

industri tambak ilegal. Segera merevisi perda RTRW no 1 tahun 

2015-2035 terkait pembangunan dan pengelolaan kawasan pesisir. 

Pemerintah juga harus memperhatikan keberlangsungan ekonomi 

masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai Nelayan 

dan Petani dengan memberikan fasilitas serta perlindungan hukum 

bagi mereka berupa akses jaminan pasar, fasilitas Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) hingga kawasan sempadan pantai. 
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Pemerintah juga harus segera membuat peraturan yang lebih 

spesifik dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wiayah 

pesisir. Kemudian pemerintah desa harus segera mempunyai 

Perdes sehingga mempunyai wewanang dalam mengatur, 

mengelola hingga izin pemanfaatan kawasan pesisir.
133

 

 

Hal demikian juga disampaikan oleh Jamil, Tokoh masyarakat di 

Desa Kepanjen: 

“Kita berharap Pemerintah Desa selaku pejabat yang bersentuhan 

langsung dengan masyarak bisa ikut andil dalam proses pemberian 

izin pengelolaan, sehingga bisa melakukan kontrol secara 

langsung. Kemudian hal lainnya adalah pemanfaatan kawasan 

sempadan ini agar dikelola ke arah yang lebih ramah lingkungan 

demi menjaga ekosistem pesisir pantai, misal pada pengembangan 

pariwasata pantai, sehingga nilai ekologis tetap terjaga dengan 

baik, dan mampu meningkatkan sisi ekonomi masyarakat sekitar, 

karena jika wisatanya bagus tentu akan dapat menarik pariwisata 

dari luar kota,”
134

 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Sucipto, Nelayan 

Desa Kepanjen: 

“Kami nelayan hanya berharap agar Industri tambak Modern ini 

segera ditutup, karena selama ini masih belum ada i‟tikad baik dari 

pelaku industri, terbukti hingga hari ini belum ada sosialisasi 

kepada masyarakat sekitar berkaitan dengan izin pendirian, 

pengelolaan hingga limbah pabrik yang dibuang ke laut dan sungai. 

Setiap kali kami melakukan audiensi dengan mereka terkait 

limbah, mereka selalu berdalih limbah yang dibuang ke laut tidak 

mencemari lingkungan, dan kami berharap pemerintah bisa tegas 

dalam menertibkan tambak ilegal tersebut,”
135

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan beberapa 

Narasumber, Penulis berpendapat bahwa Hal ini harus mendapatkan 

perhatian serius dari pemangku kebijakan, pasalnya jika hal ini terus 

dibiarkan maka kondisinya akan semakin sulit, sebab saat ini saja total 
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tambak Modern yang mengatasnamakan Pertambakan Rakyat totalnya 

sudah lebih dari 9, angka ini akan terus bertambah mengingat masih 

terlihat banyak bangunan industri yang masih dalam tahap pembangunan 

dan perluasan. Hal ini juga memperlihatkan abainya pemerintah daerah 

dalam melakukan proses penertiban, padahal secara jelas berdirinya 

tambak Modern tersebut berada di Kawasan Sempadan Pantai yang 

apabila ditinjau dari Perda RTRW Kabupaten Jember No 1 Tahun 2015, 

Perpres No 51 Tahun 2016 dan Undang-Undang No 1 tahun 2014 

melarang pembangunan di kawasan sempadan pantai serta segala bentuk 

Pemanfaatan dan Pengelolaan yang tidak berorientasi pada Kemaslahatan 

Pantai jangka panjang.  

Pemerintah harus berani mengambil sikap tegas dalam 

memberikan perlindungan hukum serta jaminan kesejahteraan bagi para 

nelayan yang sudah turun temurun melakukan pemanfaatan di sempadan 

pantai berupa aktifitas mencari ikan hingga sandaran Perahu diwilayah 

pesisir selatan Kabupaten Jember. 

C. Pembahasan Temuan 

Laju pertumbuhan penduduk yang pesat disertai dengan meningkatnya 

intensitas pembangunan di segala bidang menyebabkan permasalahan dan 

konflik di bidang pertanahan juga semakin meningkat. Permasalahan yang 

paling utama adalah terbatasnya ketersediaan lahan, terutama di kota-kota 

besar. Kondisi demikian memberikan alasan bagi para investor untuk masuk 

di wilayah pesisir atau pantai dan menjadikannya sebagai tempat kegiatan 



  

 

 

108 

usaha, mengingat selama ini wilayah pantai belum banyak tersentuh dan 

dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan wilayah pantai tersebut meliputi 

kegiatan berbasis ekonomi, diantaranya sebagai lahan industri, rekreasi, 

wisata, bangunan hotel dan resort, pemukiman, pertanian, dan sebagainya. 

Sementara itu, wilayah pantai merupakan kawasan dengan ekosistem yang 

khas karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menyangga 

kehidupan masyarakat pantai, sehingga keberadaannya sangat penting untuk 

dilestarikan.  

Fenomena yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan, dimana 

eksploitasi wilayah pantai hanya demi kepentingan para investor. Desakan 

kepentingan ekonomi telah menyebabkan wilayah pantai yang seharusnya 

menjadi wilayah penyangga daratan menjadi tidak dapat mempertahankan 

fungsinya sehingga kerusakan lingkungan pantaipun tidak bisa dihindari. 

Seperti kondisi yang diterjadi dipesisir pantai Kepanjen Jember, dimana 

keadaan yang semakin mengkhawatirkan akibat maraknya aktivitas 

pembangunan industri tambak modern. Pantai-pantai di seluruh wilayah 

Indonesia mestinya terbuka untuk kepentingan umum. Namun ketika Industri 

Tambak Modern menjamur di sepanjang pantai maka akses publik untuk 

menjangkau pantai akan semakin menyempit. 

Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan 

pantai dan kehidupan nelayan tradisional. Dampak lainnya adalah nelayan 

kecil atau tradisional merasa diabaikan hak-haknya, karena adanya bangunan-

bangunan tersebut disepanjang pantai telah jelas akan menutup akses nelayan 
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kecil atau tradisional terhadap ruang laut. Mereka akan kesulitan mendapatkan 

tempat untuk merapatkan perahunya. Padahal nelayan tradisional merupakan 

komunitas terbesar masyarakat pantai yang pada akhirnya akan menjadi 

komunitas yang paling dirugikan dalam kasus seperti ini.  

Fenomena banyaknya bangunan-bangunan di sepanjang pantai dan 

kerusakan lingkungan pantai serta kepentingan nelayan tradisional yang 

termarjinalkan harus segera mendapat perhatian dan penanganan serius dari 

pemerintah setempat. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pantai lebih jauh, 

diperlukan adanya kawasan sempadan pantai. Daerah yang disebut sebagai 

sempadan pantai tersebut harus dijadikan daerah konservasi. Dalam ketentuan 

Perpres No. 51 Tahun 2016, diatur perlindungan sempadan pantai sejauh 100 

meter. Peraturan yang telah ada tersebut hendaknya ditaati, ditegakkan, dan 

ditindaklajuti dengan aturan-aturan pelaksana dibawahnya baik di tingkat 

pusat maupun Daerah. 

1. Pelaksanaan Tata kelola Kawasan dan Pemanfaatan Sempadan Pantai 

di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember 

Berdasarkan hasil temuan pada obyek yang sedang penulis teliti, 

dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kawasan sempadan pantai dapat 

difahami sebagai wilayah tempat bertemunya berbagai kepentingan, baik 

pemerintah, pengusaha maupun masyarakat dalam rangka pemanfaataan 

wilayah pantai dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Dalam 

kaitan ini, pemanfaatan sumber daya sempadan pantai dan ekosistemnya 

melalui peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan penting dalam 
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upaya memperkecil, mencegah, atau bahkan menghindari terjadinya 

tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan lintas sektoral. 

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kawasan sempadan di 

Desa Kepanjen selama ini masih belum terkoordinasi dengan baik, terbukti 

pemanfaatannya masih terkesan serampangan, merambahnya pelaku 

Industri tambak udang modern yang beroperasi disepanjang sempadan 

Pantai Kepanjen tidak lain karena belum ditetapkannya peraturan terkait 

pengelolaan dan pemanfaatan secara rinci, baik dari aspek pariwisata, 

budaya, energi, sumber daya mineral serta kelautan dan perikanan, 

sehingga yang paling dirugikan dalam persoalan ini adalah masyarakat 

sekitar kepanjen yang tumpuan mata pencahariannya berasal dari bertani 

dan melaut. 

Kawasan sempadan pantai merupakan kawasan yang dikuasai oleh 

Negara dan keberadaannya dilindungi, karena berfungsi sebagai pelindung 

kelestarian lingkungan pantai. Dengan demikian kawasan sempadan pantai 

menjadi ruang publik dengan akses terbuka bagi siapapun. 

Status tanah Negara pada kawasan tersebut mengisyaratkan bahwa 

negara dalam hal ini pemerintah berhak menguasai dan memanfaatkan 

sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan 

pantai semata-mata difokuskan untuk kegiatan yang berkaitan dengan 

fungsi konservasi serta harus steril atau terbebas dari kegiatan 

pembangunan. Pemerintah sebagai pemegang hak pengelolaan, memegang 

peranan dalam mengendalikan pemanfaatan tersebut, bisa dengan jalan 
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kontrol memberikan izin pemanfaatan bagian-bagian tanah kawasan pantai 

pada pihak ketiga berdasarkan perjanjian atau kontrak yang mewajibkan 

bagi pemilik izin untuk mengelolanya sasuai dengan prinsip maslahat 

(syariah) dan berkeadilan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.  

Sedangkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah mempunyai 

kewajiban melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan pantai 

oleh pihak ketiga tersebut. Pengawasan dan kontrol terhadap pemanfaatan 

kawasan sempadan pantai tidak lain adalah untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi keterjaminan kesejahteraan masyarakat 

khususnya nelayan dan petani di Desa Kepanjen. 

Sebagaimana penjelasan diatas yang bersumber dari hasil beberapa 

wawancara, pemerintah daerah maupun desa perlu memberikan kejelasan 

terkait pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai baik yang 

berkaitan dengan akses fasilitas bagi para nelayan, masyarakat umum dan 

hak penguasaan pengelolaannya. Disisi lain Pemerintah Daerah Jember 

selama ini cendrung abai dan kurang responsif menanggapi berbagai 

macam persoalan yang terjadi antar masyarakat dengan pengelola industri 

tambak modern. 

Masyarakat sekitar mengeluhkan maraknya pembangunan industri 

tambak ilegal di sepanjang kawasan sempadan pantai, mereka mendirikan 

Industri hanya berbekal surat pemberitahuan dari Pemerintah Desa dan 

menamai dirinya Perkumpulan Pertambakan Rakyat (PPR) untuk 

menghindar dari proses perizinan yang resmi, misalkan yang dilakukan 
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oleh salah satu pengelola tambak modern PPR atas nama CV. Pasti Mesra 

yang sudah menjalankan usaha tambaknya selama 2 tahun tanpa bekal izin 

dari pemerintah alias ilegal. Padahal ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UU 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil menyatakan, “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari 

sebagian perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian Pulau-Pulau Kecil 

secara menetap wajib memiliki izin lokasi”. Dilanjutkan dengan Pasal 17 

ayat (2) yang menyatakan, “Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan 

pulau-pulau kecil, masyarakat, Nelayan tradisional, kepentingan nasional, 

dan hak lintas damai bagi kapal asing.”
136

   

Kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014, pemerintah melalui Peraturan Presiden 

(Perpres) No. 51 tahun 2016 menetapkan aturan tentang batas sempadan 

pantai. Dimana dalam amanah Peraturan Presiden tersebut secara jelas 

mengatur tentang batas kawasan sempadan pantai diantaranya terdapat 

pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa “Pemerintah Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan 
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 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

kecil. 
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arahan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupatan/Kota”.
137

 

Penetapan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2 dan pasal 3 dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan 

menjaga: 

a. Kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil; 

b. Kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari 

ancaman bencana alam; 

c. Alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan 

d. Alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.
138

  

Untuk menindak lanjuti isi dari Peraturan Presiden Nomor 51 

Tahun 2016 tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember telah 

mengatur Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2015-2035. Dalam hal ini Pemda 

Jember menyatakan bahwa “bentang topografi pesisir Pantai mulai dari 

Kecamatan Kencong, Gumukmas, Puger, Ambulu, Tempurejo termasuk 

kedalam Kawasan Lindung dan rawan tsunami,” maka dari itu tidak 

diperbolehkan melakukan aktivitas apapun disepanjang Sempadan Pantai 

yang bisa mengakibatkan kerusakan kualitas pantai eksosistem vegetasi 

pantai dan estuaria.
139
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Ketersediaan Publik Domain menjadi kebutuhan dasar dalam hajat 

hidup para nelayan dalam mencari ikan yang salah satunya juga berfungsi 

sebagai tempat sandaran perahu. maka sudah sepatutnya dipergunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat indonesia sesuai dengan 

amanat Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Apabila kawasan sempadan pantai dapat difungsikan secara optimal 

maka kerusakan perairan di sisi pesisir selatan kepanjen dapat 

diminimalisir. Penentuan pemanfaatan serta penentuan garis sempadan 

pantai yang tegas akan memberikan manfaat bagi semua pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam hal ini para stokeholder dan masyarakat pada 

umumnya. 

2. Problematika Tata Kelola Kawasan dan pemanfaatan Sempadan 

Pantai di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember 

Berdasararkan hasil wawancara penulis dengan beberapa 

narasumber ditemukan banyak permasalahan yang disebabkan tidak adanya 

kejelasan status pemanfaatan serta tata kelola kawasan sempadan pantai di 

Desa Kepanjen, sehingga konflik antar masyarakat, maupun masyarakat 

dengan pengelola industri tambak modern tidak dapat dihindari. Hal ini 

bermula dari status kepemilikan atau penguasaan kawasan sempadan pantai 

yang tidak disertai dengan izin kelola dan pemanfaatan, disertai masifnya 

kasus alih fungsi yang dilakukan oleh industri tambak modern menambah 

rincian masalah yang terjadi. Selain itu, lambannya sikap pemerintah untuk 

segera memberikan status kejelasan pengelolaan dan pemanfaatan 
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disinyalir juga menjadi biang percik masalah yang terjadi di Desa 

Kepanjen. 

Masyarakat kepanjen banyak mengeluhkan maraknya alih fungsi 

yang dilakukan oleh industri tambak modern, sebab secara tidak langsung 

akan berdampak buruk pada fungsi pantai, mengganggu akses terhadap 

sempadan pantai dan mengancam fungsi konservasi serta merusak 

okosistem pantai. Terbukti dengan minimnya peran pemerintah dalam 

mengendalikan pemanfaatan Sempadan Pantai serta memberikan 

perlindungan hukum kepada mereka  menyebabkan banyak kerugian yang 

dirasakan oleh Nelayan dan Petani, pasalnya pendapatan mereka menurun 

diakibatkan limbah tambak modern yang dibuang ke sungai dan laut. 

Dengan kehadiran infrastruktur industri tersebut, aktifitas nelayan juga 

terganggu terlebih untuk tempat sandaran perahu nelayan juga semakin 

menyempit. 

Hal ini harus segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, 

sebab Gumukmas lebih khusus di Kepanjen merupakan pengasil produksi 

perikanan tangkap terbesar setelah Kecamatan Puger di Kabupaten Jember 

dengan total Gumukmas, 503 Ton, dan Puger 10.668 Ton pertahunnya.
140

 

Maka dari itu perlindungan dan kesejahtraan bagi para nelayan harus 

menjadi prioritas utama untuk menjaga keberlangsungan produksi hasil 

perikanan dalam jangka panjang. 

Kemudian lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah desa, 

masyarakat dan pelaku industri juga menjadi sebab ketidak harmonisan 

mereka, terbukti dengan tidak adanya sosialisasi hinga pelibatan 
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masyarakat sekitar dalam pendirian maupun operasional tambak modern 

menimbulakan kesan tidak baik kepada masyarakat yang notabene 

pekerjaan sehari-harinya berada disekitar tambak modern sebagai Nelayan 

dan Petani, mereka umumnya juga tidak mengetahui bahwa pendirian 

industri tambak modern juga memiliki dampak terhadap lingkungan hidup 

dan sosial ekonomi masyarakat. 

Pembangunan infrastruktur industri tambak modern dikawasan 

sempadan pantai Kepanjen dalam prakteknya berada dikawasan lindung. 

Penuturan narasumber menyebutkan bahwa infrastruktur tambak modern 

berada di rata-rata jarak kurang lebih 20 meter dari garis ombak tertinggi, 

padahal dalam amanah Perpres No 51 tahun 2016 menyatakan bahwa 

“Batas sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang 

lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai, minimal 100 

meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat”. 

Pada kondisi inilah peranan hukum sangat dibutuhkan dalam 

mengatur proses perencanaan pengelolaan wilayah pesisir yang sebenarnya 

sudah termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang terdiri 

atas: 

a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K) 

b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 

c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(RPWP3K) 

d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil   

(RSWP3K) 
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Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pengelolaan wilayah 

pesisir dengan melibatkan masyarakat serta wajib menyusun Rencana 

Zonasi rinci di setiap zona kawasan pesisir tertentu dalam wilayahnya. 

Sedangkan untuk RSWP3K merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari rencana pembangunan jangka panjang, setiap pemerintah daerah wajib 

mempertimbangkan kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan “Yang 

dimaksud dengan pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu 

pengoordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan 

pengendalian sumber daya pesisir dilakukan oleh pemerintah dan 

pemerintah daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta 

antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat”.  

Sedangkan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana termaktub 

dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan tujuan: 

1) Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan 

memperkaya sumber daya pesisir serta sistem ekologisnya secara 

berkelanjutan; 

2) Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan 

pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir; 

3) Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta 

mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir 

agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan 



  

 

 

118 

4) Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, budaya masyarakat melalui peran 

serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir
141

. 

Sedangkan alih fungsi kawasan sempadan pantai oleh industri 

tambak modern sudah seharusnya memperhatikan regulasi yang ada, 

seperti penggunaan dan pemanfaatan tata ruang dan prosedur terkait. Jika 

merujuk pada peraturan Daerah Kabupaten Jember wilayah pesisir selatan 

Kabupaten Jember termasuk wilayah yang dilindungi.
142

 Oleh karenanya 

lahan yang diperoleh untuk pendirian perusahaan yang berupa kawasan 

sempadan pantai harus mendapatkan izin dari Mentri pemerintah Daerah 

atau Provinsi.  

Temuan Penulis dalam pokok masalah diatas, yakni masih banyak 

ditemukan perusahaan tambak modern yang belum melalui tahapan-

tahapan teknis dan administrasi secara prosedural. Selain itu, secara 

operasional perusahaan juga masih belum sepenuhnya mengikuti aturan 

yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang dan prinsip maslahat. Hal 

tersebut telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-

undang No 1 Tahun 2014 yang menyatakan “Mentri, Gubernur, 

Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut izin lokasi 

sebagaimana dimaksud di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil 

sesuai dengan kewenangannya”.
143

 Sehingga penegakan hukum pada 

instrumen perlindungan pemanfaatan lahan oleh masyarakat dan nelayan 

pada umumnya dirasa kurang efektif yang mengakibatkan terjadinya 
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disinformasi pada masyarakat, disintegritas antar lembaga institusi 

pemerintahan daerah dengan desa sehingga menimbulkan 

ketidakseimbangan ekosistem dan problem sosial. 

Pembangunan kawasan industrialisasi di kawasan pesisir selatan 

jember harus mendapatkan perhatian serius dari pemangku kebijakan dalam 

proses pengendalian secara efektif dalam pemanfaatan dan pengelolaan 

hingga penguasaan lahan, dengan demikian akan berkesesuaian dengan 

asas adil dan makmur. Sehingga usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat 

dalam rangka mewujudkan keadilan sosial benar-benar di implementasikan 

dan dapat terwujud dengan baik. Tentunya dengan memperhatikan 

pengaturan pemanfaatan, pengelolaan dengan baik sehingga dapat 

memberikan perlindungan, pengawasan, pemberdayaan Nelayan dan Petani 

dan peran aktif masyarakat dengan menghargai kearifan lokal dan hak-hak 

komunal masyarakat adat. 

3. Sistem Tata Kelola Kawasan dan Pemanfaatan Sempadan Pantai 

Kedepan di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten 

Jember 

Keuntungan dari kemajuan pembangunan ekonomi nasional, 

memang tidak bisa dinaif-kan, karena secara tidak langsung akan 

memberikan dampak positif pada beberapa aspek diantaranya; Pertama 

sebagai sumber penerimaan Negara dan penghasil Devisa, kedua, 

pemenuhan bahan baku untuk kebutuhan Industri dalam Negeri maupun 

luar negeri serta untuk pembangunan sarana dan prasarana, ketiga, 
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Penyediaan lapangan kerja, keempat, menumbuh kembangkan kehidupan 

sosial ekonomi diberbagai wilayah tanah air yang semula merupakan 

daerah terpencil dan minim pembangunan, kelima, Merangsang bagi 

Industri samping dan Industri penunjang
144

. 

Kehadiran industri tambak Modern pada satu sisi memang 

memberikan dampak posistif pada sektor pembangunan infrastruktur jalan, 

lampu jalan dan pemanfaatan kawasan pesisir yang semula kumuh saat ini 

sudah dibangun infrastruktur Perusahaan yang terlihat lebih bersih dan 

tertata, selain dari sektor infrastruktur kehadiran industri tambak juga 

sedikit banyak menyerap tenaga kerja baik dari masyarakat sekitar 

Kepanjen maupun dari luar daerah. Hanya saja dari sisi yang lain 

keberadaan industri tersebut juga menyisakan dampak negatif yang 

langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar kepanjen, di antaranya adalah 

bau menyengat yang bersumber dari tambak udang modern, infrastruktur 

tambak sebagian besar berada dikawasan sempadan pantai yang notabene 

merupakan tempat nelayan melakukan aktivitas dalam mencari ikan dilaut, 

termasuk menyandarkan perahu, kemudian limbah Industri tambak yang 

dibuang ke laut dan sungai juga menyebabkan menurunnya hasil 

pendapaan nelayan dan petani. 

Maka dari itu sistem tata kelola dan pemanfaatan kawasan 

sempadan kedepan harus mempunyai sistem perencanaan yang strategis, 

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 Perpres No. 51 Tahun 2016 
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bahwa “Pemerintah Daerah wajib menetapkan batas sempadan pantai 

paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Perpres tersebut diundangkan”. 

Adapun tujuan penetapan batas sempadan sebagaimana Pasal 4 Peraturan 

Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai adalah 

untuk melindungi dan menjaga:
145

  

1) kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil;  

2) kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari 

ancaman bencana alam;  

3) alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan  

4) alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.  

Penetapan batas sempadan pantai oleh Pemerintah Daerah 

dilakukan berdasarkan penghitungan batas sempadan pantai. Penghitungan 

batas sempadan pantai harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, 

biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta 

ketentuan lain. 

Penghitungan batas sempadan pantai sebagaimana diatur dalam 

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas 

Sempadan Pantai, harus mengikuti ketentuan:  

a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;  

b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;  
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c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan 

bencana alam lainnya;  

d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, 

mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan 

delta;  

e. pengaturan akses publik; dan  

f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.  

Sedangkan, penetapan batas sempadan pantai untuk daerah rawan 

bencana di wilayah pesisir dapat dilakukan kurang dari hasil penghitungan 

dengan ketentuan, wajib menerapkan pedoman bangunan (building code) 

bencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 51 

Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara penghitungan batas sempadan pantai diatur dalam 

peraturan menteri. 

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 

tentang Batas Sempadan Pantai ini diharapkan akan memberikan jaminan 

terhadap pemanfaatan kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung 

yang lestari dan berkelanjutan, dengan memperhatikan pemanfaatan untuk 

ruang terbuka hijau, pengembangan struktur alami dan struktur buatan 

untuk mencegah abrasi, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk 

menunjang kegiatan rekreasi pantai serta ketentuan pelarangan pendirian 

hanya untuk kepentingan rekreasi, dan semua jenis kegiatan yang dapat 

menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan sebagaimana diatur 
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dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). 

Sedangkan menurut Pasal (36) ayat (11) Perda No (1) Tahun 2015 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupatn Jember 2015-2035 

menjelaskan bahwa Kawasan Sempadan Pantai pada ayat (1) huruf d 

terletak disepanjang pantai selatan yang lebarnya proporsional dengan 

bentuk dan kondisi fisik pantai memanjang dari perbatasan kabupaten 

Lumajang sampai ke batas kabupaten Banyuwangi yang berada di 

Kecamatan Kencong, Gumukmas, Wuluhan Puger, Ambulu, Tempurejo 

dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat. 

Dilanjutkan pada ayat (11)
146

 bahwa arahan pengelolaan kawasan 

sempadan pantai sebagaimana pada ayat (1) huruf d meliputi: 

a. Perlindungan kawasan sempadan pantai dari kegiatan yang 

menyebabkan kerusakan kualitas pantai; 

b. Perlindungan sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang 

merupakan pesisir terdapat ekosistem vegetasi pantai dan estuaria dari 

kerusakan; 

c. Penanaman bakau dikawasan yang potensial untuk menambah luasan 

areal vgetasi pantai; 

d. Penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya 

bencana; dan 

e. Penetapan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai 

ekologis sebagai daya tarik pariwisata dan penelitian 

Kawasan sempadan pantai Kepanjen merupakan kawasan yang 

dikuasai oleh negara oleh karenanya keberadaannya dilindungi, sebab 
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berfungsi sebagai pelindung kelestarian lingkungan pantai. Dengan 

demikian, kawasan sempadan pantai menjadi ruang publik dengan akses 

terbuka bagi siapapun. Status tanah negara pada kawasan tersebut 

mengisyaratkan bahwa negara dalam hal ini pemerintah berhak menguasai 

dan memanfaatkannya sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan dan 

pengelolaan kawasan sempadan pantai semata-mata difokuskan untuk 

kegiatan yang berkaitan dengan fungsi konservasinya serta harus steril 

atau terbebas dari kegiatan pembangunan. Pemerintah sebagai pemegang 

hak pengelolaan, memegang peranan dalam mengendalikan pemanfaatan 

tersebut. Disisi lain, pemerintah atau pemerintah daerah mempunyai 

kewajiban untuk mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan 

serta perlu dilakukan pengetatan pemberian izin lokasi untuk pemanfaatan 

tanah pantai. Hal ini bertujuan agar operasional perusahaan industri dapat 

membawa dampak positif terhadap taraf hidup kemaslahatan masyarakat 

sekitar Kepanjen dan masyarakat pesisir pada umumnya. Pun kehadiran 

Industri nantinya dapat diterima oleh masyarakat secara terbuka, tentunya 

dalam hal ini harus mengedepankan prinsip maslahat (Syariah) dan 

berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga tidak 

ada lagi mayarakat yang dirugikan sebab kehadiran industri tambak 

Modern di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. 

Pemerintah Desa Kepanjen sebagai pemerintah yang berada di 

hirarki paling bawah dalam struktur pemerintahan dan bersentuhan 

langsung dengan masyarakat  harus mempunyai peranan penting dalam 

melakukan upaya optimalisasi kontrol, pengawasan hingga pemberdayaan 

kawasan pesisir kepanjen sebagai tempat aktifitas masyarakat kepanjen 

umumnya dan khususnya nelayan agar mendapatkan hak dan perlindungan 

hukum yang adil dan sejahtera. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kawasan sempadan pantai Kepanjen merupakan kawasan yang 

dikuasai oleh negara, selain karena keberadaannya dilindungi juga berfungsi 

sebagai pelindung kelestarian lingkungan pantai. Dengan demikian, kawasan 

sempadan pantai menjadi ruang publik dengan akses terbuka bagi siapapun. 

Status tanah negara pada kawasan tersebut mengisyaratkan bahwa negara 

dalam hal ini pemerintah berhak menguasai dan memanfaatkannya sesuai 

dengan fungsinya. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai 

semata-mata difokuskan untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi 

konservasi serta harus steril atau terbebas dari kegiatan pembangunan. 

Pemerintah sebagai pemegang hak pengelolaan, memegang peranan dalam 

mengendalikan pemanfaatan tersebut. Di sisi lain, pemerintah atau 

pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengadakan pengawasan 

terhadap pengelolaan kawasan serta perlu dilakukan pengetatan pemberian 

izin lokasi untuk pemanfaatan tanah pantai. 

1. Bahwa Kawasan sempadan pantai dimanfaatkan oleh Nelayan sekitar 

Kepanjen untuk keperluan mencari ikan di laut serta aktifitas penunjang 

lainnya dalam melaut, seperti transaksi lelang ikan hingga sandaran 

perahu.  Pemanfaatkan kawasan sempadan pantai mereka lakukan untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-harinya, serta turut andil 

dalam menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan pantai. Dengan 
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demikian masyarakat dapat mengembangkan taraf hidupnya dan berharap 

pada generasi berikutnya. Sedangkan dalam Tata Kelolanya sendiri 

masih bersifat serampangan sehingga hal ini yang menyebabkan 

Tumpang tindih dalam pemanfaatannya. 

2. Bahwa Tata Kelola dan pemanfaatan kawasan sempadan Pantai yang 

terjadi selama ini dilakukan banyak menimbulkan Persoalan di 

masyarakat, seperti tumpang tindih penguaaan lahan, baik oleh Industri 

tambak maupun dari masyarakat sekitar, kemudian mempersempit akses 

bagi para nelayan yang notabene mata pencahariannya sebagai nelayan. 

Dan yang terakhir adalah limbah yang dibuang industri ke sungai dan 

laut telah berdampak pada pencemaran air sungai dan laut, sehingga 

merugikan para nelayan dan petani. Industri tambak modern juga jelas 

mengabaikan aturan serta nilai-nilai dan manfaat umum dimasyarakat 

serta mengancam pada hak-hak individu, dimana hal tersebut 

bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia  yang tertuang dalam 

pasal 28 C ayat (1) yang menyebutkan “setiap individu mempunyai hak 

mengembangkan potensi diri, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 

berhak memperoleh pendidikan dan berhak memperoleh manfaat dari 

ilmu dan teknologi, seni dan udaya demi meningkatkan kualitas hidupnya 

dan kesejahteraan manusia”. 

3. Bahwa belum terlaksananya sistem Tata Kelola dan Pemanfaatan 

kawasan sempadan pantai berakibat fatal pada pola penguasaan hingga 

mengancam hasil tangkapan dan akses melaut bagi para Nelayan. 
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Penegakan hukum dalam kasus alih fungsi kawasan sempadan pantai di 

Desa Kepanjen juga harus maksimal. Pemerintah Desa dalam hal ini 

harus mempunyai peran dalam hal mengatur, mengelola hingga 

menertibkan penguasaan lahan yang melanggar aturan, baik dalam 

bentuk Undang-Undang Desa hingga perlindungan hukum bagi para 

nelayan.  Sehingga pembangunan industri tambak modern yang tidak 

dilengkapi surat izin pengelolaan, baik dari pemerintah daerah maupun 

pemerintah provinsi bisa ditertibkan. 

B. Saran  

1. Bagi eksekutif dalam hal ini Bupati dan Dinas terkait (Dinas perikanan dan 

BPKAD), hendaknya dalam menetapkan kebijakan perihal perizinan 

hendaknya turut melibatkan Pemerintah Desa selaku pemangku lebijakan 

ditingkatan Desa, karena walau bagaimanapun Pemerintah Desa 

merupakan elemen pemerintah yang bersentuhan langsung dengan 

masyarakat, sehingga hal-hal yang berkenaan dengan izin pengelolaan, 

penguasaan dan pemanfaatan sepatutnya berkoordinasi dengan pemerintah 

desa, dan jika diperlukan Pemerintah desa harus diberikan otonomi sendiri 

dalam pembuatan Perdes yang mengatur perizinan serta tata kelola 

kawasan sempadan pantai Kepanjen. Kemudian dalam setiap perencanaan 

pembuatan kebijakan harus melibatkan peran aktif masyarakat serta 

mempertegas kembali komitmen pemerintah dalam keberpihakan pada 

Nelayan dan Petani dengan mempertegas kembali tugas pokok dan fungsi 

tim Penertiban Sempadan Pantai yang sudah dibentuk beberapa bulan yang 
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lalu.  Sehingga bnar-benar memperkuat fungsi kontrol serta pengawasan 

kebijakan pemberian izin pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan 

sempadan pantai Kepanjen kedepannya. 

2. Sedangkan bagi legislatif hendaknya memperkuat kembali fungsi kontrol 

terhadap eksektif dalam wilayah penertiban dan pengetatan pemberian 

perizinan. Pemasangan  patok-patok pelarangan aktifitas industri tambak 

modern pada 2 September 2022 lalu yang juga didampingi langsung oleh 

David Handoko Sekertaris Komisi B DPRD Kabupaten Jember harus 

ditindak lanjuti dengan sikap tegas pemerintah berupa penertiban industri 

tambak modern yang melanggar aturan, sehingga tidak ada lagi pelaku 

industri yang terbukti melanggar. Kemudian Perpres No 51 Tahun 2016 

tentang Kawasan Sempadan tersebut juga harus dipertegas lagi dengan 

peraturan daerah yang lebih terperinci dengan merevisi RTRW Kabupaten 

Jember yang dianggap masih belum mengakomodir berbagai keentingan 

dikawasan pesisir, khususnya di kawasan sempadan Pantai Kepanjen 

Kabupaten Jember. 

3. Bagi Akademisi hendaknya untuk lebih peka dan peduli terhadap berbagai 

macam persolan yang berkaitan dengan isu-lingkungan yang terjadi 

dibeberapa wilayah Kabupaten Jember, hendaknya dengan kejadian ini 

mahasiswa dapat mampu men-trigger dengan melakukan pendampingan 

hukum maupun sosial bagi masyarakat yang sedang megalami konflik 

sosio-ekologis.  
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1. Problematika 

Alih fungsi 

Kawasan 
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alih fungsi 

-UU Nomor 1 tahun 

2014 Tentang 
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Pesisir dan Pulau-
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data yang didapatkan 

yaitu dengan cara 

wawancara, Observasi, 

dan dokumentasi yang 

akan diolah 

menggunakan 

pendekatan Kualitatif 

dan dianalisa secara 

Deskriptif Analitik. 

1) Bagaimana 

pelaksanaan tata 

kelola kawasan dan 

pemanfaatan 

sempadan pantai di 

Desa Kepanjen, 

Gumukmas, Jember. 

2) Bagaimana 

Problematika tata 

kelola kawasan dan 

pemanfaatan 

sempadan pantai di 

desa Kepanjen, 

Gumukmas, Jember. 

3) Bagaimana sistem 

tata kelola kawasan 

dan pemanfaatan 

sempadan pantai 

kedepan di Desa 

Kepanjen, 

Gumukmas, Jember. 
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Nama   : 

Alamat  : 

Umur   :  

A. Pelakanaan Hukum 

Teta Kelola dan Pemanfaatan Sempadan Pantai menurut Regulasi 

1 Bagaimana pemanfaatan kawasan sempadan pantai selama ini? 

2 Apa saja peran Pemerintah Desa dalam Mengatur dan 

mengelola kawaan sempadan pantai? 

3 Sejak kapan industri tambak modern mulai masukdi desa 

Kepanjen? 

4 Bagaimana Proses alih fungsi sempadan pantai itu terjadi? 

5 Apakah ada pnyeseuaian alih fungsi/izin lokasi dari Pemda 

yang ditunjukkan kepada Pemdes atau masyarakat? 

6 Apakah ada perlindungan hukum bagi masyarakat yang 

terdampak (Nelayan/Petani)? 

7 Apakah akan ada rencana Pemdes untuk membuat Perdes 

dalam ikut mengatur kawasan Semapadan Pantai? 

 

B. Relasi Kerja 

 

Dampak kehdiran industri tambak 

1 Dari mana sumber mata pencaharian masyarakat Desa Kepanjen? 

2 Apakah kehadiran tambak Modern menyerap tenaga kerja masyarakat 

sekitar? Atau justru sebaliknya? 

 

C. Histori pola perubahan relasi Ruang 

1 Total luasan lahan yang sudah di alih fungsikan? 

2 Apa saja dampak langsung yang dirasakan oleh nelayan baik dalam relasi 

sosial, ekonomi dan lingkungan? 

3 Sudah ada berapa industri yang beroperasi di Desa Kepanjen? 
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A. Sistem Tata Kelola Kawasan Sempadan Pantai Kedepan 

Alternatif sistem pengelolaan 

1 Apakah akan dibentuk perdes/peraturan khusus untuk mengatur 

regulasi pendirian tambak modern? 

2 Apa saja bentuk tanggung jawab yang diberikan Pemdes untuk 

masyarakat yang terdampak? 

3 Apakah ada inisiatif dari Pemdes untuk mengelola sempadan 

pantai menjadi tempat wisata pantai atau kuliner? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Seberapa penting keberadaan kawasan sempadan pantai bagi nelayan? 

5 Apakah ada pengendalian alih fungsi oleh pemerintah desa maupun daerah? 
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Wawancara dengan Kasie Pelayanan Desa Kepanjen Iskandar, 01 November 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Sucipto, Nelayan Desa Kepanjen, 01 November 2022 
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Wawancara dengan Jamil, Tokoh Masyarakat Desa Kepanjen, 01 November 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Soeparno, Petani Desa Kepanjen, 01 November 2022 
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Wawancara dengan Iskandar Kasie Pelayanan dan Rahmad Kasie Kestra Desa 

Kepanjen, 01 November 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan pengelola Tambak Modern CV: Pasti Mesra, 03 November 2022 
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